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Eksekutif Desa merupakan lembaga tinggi desa yang berperan penting dalam proses 

pelaksanaan pemerintahan desa. Legislatif Desa merupakan lembaga tinggi desa yang 

menempatkan diri sebagai wakil rakyat dan juga lemabaga tinggi desa yang 

membantu Eksekutif Desa dalam proses pelaksanaan pemerintahan Desa Marga 

Kaya. Hubungan kemitraan berupa kerjasama, komunikasi dan musyawarah mufakat 

merupakan bagian penting dalam menciptakan suatu ikatan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa. Hubungan yang baik antara Eksekutif Desa dan Legislatif Desa akan 

berdampak dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam penetapan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Fisik Desa 

Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan survai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode 

wawancara, kuisioner dan dokumentasi, sedangkan jenis data bersumber dari data 

primer dan data sekunder. 



  

 

Berdasarkan hasil analisis data maka hasil dari Hubungan Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa 

Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan faktor 

kerjasama dengan indikator intensitas waktu pertemuan, proses kerjasama, dan 

pembagian tugas yang terjalin selama ini dinilai memiliki kriteria cukup baik. Faktor 

komunikasi dengan indikator intensitas waktu pertemuan, bentuk komunikasi, dan 

pola komunikasi yang terjalin selama ini dinilai memiliki kriteria baik. Dan faktor 

mufakat dengan indikator intensitas waktu pertemuan, diskusi, dan proses 

komunikasi adalah cukup baik. Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan No. 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa dan Faktor-Faktor 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa dinilai memiliki Kriteria 

yang sesuai. 

 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hubungan kemitraan antara Eksekutif Desa 

dan Legislatif Desa yang berlangsung selama ini berjalan dengan cukup baik.  

Hubungan kemitraan dalam faktor kerjasama dan musyawarah mufakat perlu 

ditingkatkan kembali, sehingga masyarakat semakin yakin akan kinerja baik 

pemerintah desa. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRAK 

 
HUBUNGAN EKSEKUTIF DESA DENGAN LEMBAGA LEGISLATIF DESA 

DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBANGUNAN 

FISIK DESA MARGA KAYA 

 

Oleh 

ERICK SIDAURUK 
 

 

Executive Village represent high institute of village which play important role in 

course of execution of village goverment. Legislative Village represent high institute 

of village placing as people proxy as well as high institute of village assisting 

Executive village in course of execution governance Marga Kaya. Relation Partner in 

the form of cooperation, general consensus deliberation and communications 

represent important shares in creating a tying between Executive Village and is 

Legislative Village. Good Relation between Executive Village and is Legislative 

Village will affect in Regulation of Village about Construction Of village becoming 

requirement of society. 

 

Target of this research is to know Executive Village relation Legislatively Village in 

Determining the Village Regulations of Village concerning Construction Of Marga 

Kaya Village, Sub  Jati Agung, District Lampung Selatan. 

 

Method Research the used is quantitative descriptive research using surveys. 

Technique data collecting pass interview method, documentation and questionnaries, 

while the type of data derived from primary data and secondary data. 

 



  

Pursuant to result of data analysis hence result of from Relation Executive Village 

Legislatively Village in Regulation of Village about Construction Of Marga Kaya 

Village, Sub  Jati Agung, District Lampung Selatan. Pursuant to cooperation factor 

with meeting time intensity indicator, cooperation process, and division of duty 

which intertwin is during the time assessed to have good enough criterion. 

Communications factor with meeting time intensity indicator, form of 

communication, and communications pattern which intertwin is during the time 

assessed to have good criterion. And factor agree with meeting time intensity 

indicator, discussion, and communications process is good enough. In Course Of 

Process Determining the Village Regulations about Construction Of Marga Kaya 

Village pursuant to By Regulation of South Lampung District No. 12 of 2006  about 

Regulation of Village and Factors Regulation of Village about Construction Of 

Village assessed to have appropriate Criterion. 

 

From result of research concluded that partner relation between Executive Village 

and is Legislative Village that goes on during the time walk good enough. Partner 

relation in cooperation factor and general consensus deliberation require to be 

improved again, so that society progressively sure performance will be good of 

government of countryside. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 

Tahun 2004 dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri merupakan langkah awal dalam menghilangkan 

kelemahan pemerintahan sentralistik pada masa yang lalu. Desentralisasi 

diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan dapat lebih ditingkatkan. 

Itulah harapan yang selalu diagung-agungkan oleh para pakar pemerintahan 

beberapa tahun terakhir. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, ditetapkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah”. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut lebih 

ditekankan pada azas desentralisasi terutama untuk daerah kabupaten atau 

 



  

kota. Azas desentralisasi yang dimaksud yaitu daerah diberi kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai 

aspirasi masyarakat di daerah tersebut (sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat). Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya 

termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya 

masing-masing. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 32 & 33 Tahun 2004, tetapi pada dasarnya tidak ada 

perubahan yang terlalu mencolok dalam undang-undang tersebut terutama 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

Otonomi daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004 adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dimaksudkan pemerintaha 

daerah dapat mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang ada dalam 

mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah yang 

tidak lepas dari pengawasan pemerintah puasat. 

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan sebagian dari cita-cita reformasi 

untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada politik 

desentralisasi. Esensi otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kasejahteraan 

masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara 

substansial, diharapkan melalui aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam 



  

perencanaan sampai dengan pengawasan akan lebih mudah mengembangkan 

sumber daya lokal secara optimal demi mendukung terwujud-nya ”welfare 

state” melalui otonomi daerah. 

Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang 

otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang 

antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan 

pembangunan. Oleh karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai 

dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting. 

Menurut Muchsan (dalam Suko Wiyono 2006: 48-59) secara teoritis dalam 

pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga 

otonomi, sendi-sendi tersebut meliputi: (1) sharing of power (pembagian 

kewenangan); (2) distribution of income (pembagian pendapatan); (3) 

empowering (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah). 

Ketiga sendi tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah 

semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka 

pelaksanaan otonomi semakin lemah pula. Ketiga sendi ini sebagai pilar 

otonomi telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi yang tertuang dalam 

UU No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah 

maupun dalam Undang-Undang penggantinya UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 



  

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah telah dijabarkan tentang 

ketiga sendi tersebut yaitu dalam prinsip-prinsip otonomi. 

Berkaitan dengan otonomi daerah, bagi pemerintah desa, keberadaannya 

berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak 

pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal 

merumuskan kebijakan desa (dalam bentuk perdes), merencanakan 

pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 

memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula, dalam 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kreatifitas 

dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada 

sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. 

Oleh karena itu, cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat 

menjelma menjadi desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang 

mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.  

Desa senantiasa menjadi entitas pinggiran (marginal) dalam semesta 

ketatanegaraan dan desentralisasi (politik, keuangan dan pembangunan) di 

Indonesia. Desa menjadi wilayah terakhir yang menjadi perhatian 

pemerintahan. Sorotan pemerintah terhadap desa kurang, pemerintah daerah 

kabupaten dan kecamatan yang dimandatkan terhadap proses pemerintahan 

desa. Desa merupakan awal lahirnya dan terbentuknya suatu masyarakat 

politik dan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, jauh sebelum negara-

negara modern lahir ataupun terbentuk, desa telah menjadi institusi sosial 



  

yang sangat berpengaruh. Desa merupakan institusi yang otonom dengan 

tradisi, adat istiadat, dan hukum sendiri yang mengakar kuat, serta relatif 

mandiri serta campur tangan entitas kekuasaan dari luar. (Ari Dwipayana, 

2006:2) 

Desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam 

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam 

pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk 

keberhasilan semua program. Desa akan menjadi garis depan pemerintahan, 

jika Desa mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. 

Lebih lanjut berdasarkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui 

adanya Otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan 



  

desa akan menjadi mandiri. Kemandirin itu dipengaruhi beberapa faktor 

seperti, desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan 

kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa 

(SDM) serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 200 ayat 1 

menyatakan bahwa, dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk 

Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Desa berdasarkan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 desa atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batasa-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah


  

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan 

pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan 

pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan 

masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang 

efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu 

perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga 

dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. 

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa 

terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata 

kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 

Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 

Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah 

desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 



  

Pemerintahan desa dijalankan oleh dua lembaga penting, dua lembaga tersebut 

adalah lembaga eksekutif desa dan legislatif desa yang layaknya seperti 

pemerintahan pusat. Lembaga eksekutif terdiri dari Kepala desa, sekertaris 

desa dan perangkat pemerintahan desa lainnya. Sedangkan lembaga legislatif 

sendiri terdiri dari badan permusyawarahan desa (BPD). BPD merupakan 

lembaga legislatif di Desa yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam 

mengartikulasi dan mengangregasi beraneka ragam kepentingan masyarakat 

desa 

Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui Badan 

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan 

tugasnya kepada Bupati (pasal 15 UU No. 72 tahun 2005). 

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk 

mengangkat Kepala Desa serta sekaligus berhak untuk memberhentikan 

Kepala Desa (Pasal 35 UU No. 72 Tahun 2005). Hubungan antara Badan 

Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan 

dengan penetapan peraturan desa yaitu peraturan desa hanya sah secara 

hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa. Jika salah satu dari Badan Permusyawaratan Desa 

atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka 

peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan 



  

oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya (ayat 3 pasal 73 UU 

No. 72 tahun 2005). 

Sejak lahirnya Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum bagi 

penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukkannya lebih banyak atau 

bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan 

lembaga legislatif di tingkat desa (BPD), apalagi melibatkan masyarakat. 

Demokratisasi dalam penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi 

kebutuhan di tingkat nasional namun juga di tingkat lokal. Kenyataan seperti 

itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam proses 

penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Perdes hendaknya 

disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan 

partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. 

Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah, di tingkat desa belum 

dirasakan adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam melaksanakan 

fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat masih sangat minim, 

khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem 

pemerintahan yang demokratis, rakyat hendaknya diberikan kesempatan yang 

sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Khairuddin 

Tahmid (2003 : 15) pemerintahan yang berpegang pada demokrasi berarti 



  

pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau setidak-tidaknya rakyat 

diikutsertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik dan pemerintahan. 

Rumusan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa Pasal 4 Ayat 3 yaitu : BPD berfungsi 

menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Mekanisme pelaksanaan fungsi menetapkan 

Peraturan Desa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa Pasal 1 Ayat 1 (h) 

disebutkan bahwa : Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, 

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dilakukan musyawarah atau rapat dengan BPD serta telah mendapat  

persetujuan dari BPD. 

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi 

apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik dan sebaliknya 

pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang 

demokratis. Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa, 

diharuskan untuk tidak menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-

wenang, dan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa harus dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik pula. Melaksanakan kontrol 

terhadap semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sehingga apabila 

Kepala Desa melakukan kesalahan maka BPD sebagai mitra kerja dapat 



  

segera mengingatkan dan menindaklanjuti permasalahan tersebut, sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh kepala desa. 

Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik dan saling mendukung antara 

pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis. 

Dalam bagian Peraturan Desa (Perdes) terdapat bagian yang membahas 

mengenai pembangunan desa, pembangunan desa ditetapkan dalam Peraturan 

Desa (Perdes) bertujuan untuk mengatur bagaimana perencanaan, proses 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan manfaat pembangunan desa. 

Peraturan Desa memiliki suatu kekuatan hukum dalam pembangunan desa. 

Kekuatan hukum ini yang mengatur secara jelas mengenai arah pembangunan 

desa nantinya. 

Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa 

sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan 

pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan 

dapat lebih diwujudkan. Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan 

dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu menuju kepada suatu keadaan 

yang dianggap baik, dalam masyarakat yang demokratis arah dan tujuan 

pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin 

dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat atau 

keterlibatannya dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan. 

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan 

dengan pembangunan nasional dalam rangka meletakkan kerangka dasar bagi 



  

bangsa Indonesia untuk tumbuh berkembang atas dasar kemampuan sendiri. 

Di dalam penyelenggaraan pembangunan desa sebagai bagian  integral dari 

pembangunan nasional, harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan 

masyarakat kampung yang meliputi berbagai sektor dan program yang saling 

berkaitan, pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan bantuan 

dan bimbingan dari pemerintah atasnya karena berhasil atau tidaknya 

pembangunan kampung yang akan berakibat langsung terhadap kehidupan 

sebagian besar rakyat secara keseluruhan (Beratha, 1982:67). 

Proses pembangunan pedesaan haruslah terus-menerus mengupayakan 

peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu mempengaruhi, mengelola, 

dan mengendalikan seluruh lingkungan sekitar. Mendorong mereka menjadi 

inisiator dan pengawas perubahan lingkungan, ketimbang sebagai objek pasif 

atas berbagai manipulasi dan pengendalian eksternal (Medekhan Ali, 

2007:90). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat 

dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu badan 

yaitu badan Permusyawaratan desa. Badan ini bersama-sama dengan kepala 

desa membuat peraturan desa. Untuk itu maka badan perwakilan desa harus 

berkomunikasi baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat desa. 

Hal ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya komunikasi yang baik, 

BPD dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang 

nantinya dapat diajukan kepada forum rapat. 

Bentuk pembangunan pedesaan/ kampung terdiri dari dua kategori yaitu : 



  

1. Pembangunan Fisik 

Sektor pembangunan fisik mencakup diantaranya, pembangunan 

infrastruktur perhubungan, pertanian dan perkebunan,  pembangunan 

sarana gedung yang betul-betul menjadi kebutuhan dan menyentuh 

langsung kepentingan masyarakat didaerah. 

2. Pembangunan Non Fisik/Mental 

Pembangunan bukan hanya tertuju bidang fisik saja, tetapi 

pembangunan juga ditujukan pada pembangunan non fisik/mental. 

Sementara pembangunan non fisik/mental mencakup pembangunan  

bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan perkuatan 

peningkatan ekonomi rakyat. Sasaran pembangunan non fisik 

diarahkan untuk mendorong tumbuhnya motivasi dan kreaktivitas 

masyarakat kampung, dalam meningkatkan kualitas hidupnya menuju 

kehidupan sosial yang lebih maju, sejahtera dan mandiri. 

Pembangunan fisik Desa Marga Kaya berupa kebutuhan fisik desa yang 

mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang nantinya dapat 

menunjang kegiatan atau aktifitas masyarakat desa terutama dalam 

mempermudah kegiatan pemerintahan desa. Kebutuhan fisik itu berupa 

perbaikan jalan, gedung perkantoran pemerintah desa, sarana ibadah dan 

lainnya yang memang dibutuhkan. Perbaikan jalan merupakan sector fisik 

penting dalam menunjang proses kegiatan pembangunan desa  baik dari sector 

ekonomi dan lainnya. Setelah melakukan prariset di Desa Marga Kaya 



  

masalah perbaikan dan pembangunan jalan saat ini dibutuhkan masyarakat 

desa marga kaya. 

Penetapan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pembangunan fisik desa perlu 

diperhatikan oleh dua lembaga tinggi tingkat desa Marga Kaya. Pemerintah 

desa sebagai pembuat peraturan dan pelakasana peraturan sebaiknya memiliki 

check and balance dengan BPD sebagai lembaga yang mengawasi 

pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes).   

Tinggi rendahnya partisipasi BPD dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) 

mengenai pembangunan fisik desa, dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 

kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Kepemimpinan BPD sangat 

berpengaruh dalam proses pembangunan desa. Untuk itu tentunya Badan 

Perwakilan Desa mempunyai motivasi untuk melaksanakan kegiatannya, serta 

tujuan dan harapan bagi kepentingan kelompok. Komunikasi yang berjalan 

antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa mempengaruhi 

hubungan keduanya dalam proses pembangunan desa. Kedua lembaga desa ini 

memiliki peran penting dalam penetapan Peraturan Desa (Perdes) 

pembangunan desa, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dengan 

hubungan yang baik pula. 

Melihat realitas tersebut, maka antara Kepala Desa dan BPD seharusnya 

memiliki hubungan yang harmonis dan saling menjadi mitra kerja yang baik 

serta dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Salah satu 



  

permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Desa Marga Kaya Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah adanya indikasi kurangnya 

kerjasama dalam proses Pembangunan Desa antara Kepala Desa dengan BPD 

yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Indikasi kurangnya 

kerjasama ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, baik dalam 

penyusunan Peraturan Desa sampai pada tahap pelaksanaan Peraturan Desa 

tersebut. Dua lembaga desa ini seharusnya memilki kerjasama yang baik agar 

tercipta hubungan yang harmonis dan kerja sama yang berjalan baik, sehingga 

tidak ada perbedaan pendapat yang menimbulkan suatu masalah baru. 

Kerjasama yang kurang baik dapat terlihat dalam penetapan Peraturan Desa 

(Perdes) mengenai pembangunan fisik desa, kedua lembaga desa ini terkadang 

memiliki perbedaan pendapat sehingga pada pelaksanaannya penetapan 

Peraturan Desa (Perdes) pembangunan desa tidak terkontrol dengan baik, 

seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana pendidikan, dan 

pembangunan kantor pemerintahan desa yang belum berjalan baik dan 

terbengkalai.  

Beberapa faktor penghambat proses Penetapan Peraturan Desa (Perdes) 

mengenai Pembangunan Fisik Desa antara Kepala Desa dan BPD diantaranya 

adalah faktor komunikasi, kerjasama dan musyawarah mufakat yang terjalin 

selama ini masih sangat minim. Padahal antara Kepala Desa dan BPD 

harusnya terjalin suatu hubungan yang bersifat kemitraan, dengan kata lain 

kedudukan mereka setara atau selevel. 



  

Berdasarkan hasil wawancara prariset yang penulis lakukan maka 

permasalahannya adalah hubungan eksekutif desa dan legislative Desa Marga 

Kaya yang belum berjalan baik. Kerja sama antar kedua lembaga desa ini 

belum berjalan baik terutama kerjasama yang kurang dalam penetapan 

Peraturan Desa (Perdes) mengenai pembangunan fisik desa. Penetapan 

Peraturan Desa (Perdes) Pembangunan Desa yang baik dapat berjalan sesuai 

dengan harapan jika kedua lembaga desa ini memiliki kerjasama yang baik, 

kerjasama yang dimaksud adalah check and balance. Kerjasama yang kurang 

antara Lembaga Eksekutif Desa dan Lembaga Legislatif Desa membuat 

masyarkat Desa Marga Kaya merasa bahwa hubungan kedua lembaga desa ini 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya formalitas saja. Oleh karena 

itu, hubungan kedua lembaga desa ini dapat dikatakan tidak terkontrol dengan 

baik dan hanya mementingkan tugas masing-masing pada saat benar-benar 

diperlukan. Masyarakat berharap kedua lembaga ini dapat bekerjasama dalam 

permasalahan penetapan peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa 

tidak hanya menunggu perintah dari pusat. Pembangunan fisik desa yang ada 

saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan jalan berjalan 

tidak baik atau dapat dikatakan terbengkalai. Jalan merupakan kebutuhan 

penting masyarakat Desa Marga Kaya pada saat ini. Selain itu terdapat pula 

kebutuhan masyarakat dalam sektor pembangunan yaitu pembangunan kantor 

desa agar mempermudah proses pemberi pelayanan terhadap masyarkat, 

selanjutnya masalah pembangunan tempat ibadah dan sarana pendidikan yang 

dirasa masyarakat kurang.  



  

Berdasarkan uraian di atas, maka sorotan utama penelitian ini adalah 

bagaimana hubungan eksekutif desa yang meliputi kepala desa, sekertaris desa 

dan perangkat-perangkatya dengan legislative desa yaitu BPD dalam 

penetapan peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa. 

 

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini ialah ”Bagaimana Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif 

Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa 

Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan?” 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa 

dalam Penetapan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Fisik Desa Marga 

Kaya, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini ialah :  

1. Secara Teoritis 



  

Sebagai Upaya mengembangkan mengkaji Ilmu Pemerintahan khususnya 

tentang hubungan eksekutif desa dan legislatif desa pada tingkat 

pemerintahan desa. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 

Desa dan BPD dalam proses penetapan dan pelaksanaan pembangunan 

fisik desa sesuai dengan tuntutan dan kehendak masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan  Tentang Hubungan 

 

1. Pengertian Hubungan 

Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau 

keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan 

yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah suatu 

kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu 

arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses, cara atau 

arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu yang 

membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya. 

 

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan hubungan dalam 

penelitian ini adalah suatu keadaan saling keterkaitan, saling mempengaruhi 

dan saling ketergantungan antara Lembaga Eksekutif Desa dan Legislatif 

Desa dalam pembangunan desa.  

 

2. Jenis-Jenis Hubungan 

 



  

Menurut pendapat Yukl sebagaimana dikutip oleh Sumartono (2005 : 8) ada 

beberapa jenis hubungan organisasional, yaitu: 

1. hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut 

pihak pertama menguasai pihak kedua. 

2. hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut 

pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan 

sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. 

3. hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana 

mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. 

 

Sistem hubungan kemitraan bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-cirinya 

antara lain: 

a. persamaan dan organisasi yang lebih landai, 

b. hirarki aktualisasi yang luwes (dimana kekuasaan dipedomani oleh 

nilai- nilai seperti caring dan caretaking), 

c. spiritualitas yang berbasis alamiah, 

d. tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem, dan 

e. persamaan dan keadilan gender.  

 

Menurut Bryden et al dalam Sumartono (2005 : 16) mengemukakan bahwa 

keunggulan-keunggulan dalam hubungan kemitraan lokal terletak pada :  

1. Persiapan dari strategi setempat yang melihat seluruh kebutuhan bagi 

pembangunan pedesaan di wilayah tersebut, dan kebijakan-kebijakan 

yang tersedia untuk mencapai semua ini. 



  

2. Pertimbangan tentang cara pemberian pelayanan yang lebih efektif, 

termasuk kerja bersama di antara mitra, penggunaan bersama atas 

gedung-gedung atau sumberdaya lainnya, dan pendekatan terpadu 

terhadap pemberian informasi kepada orang-orang setempat. 

3. Penyediaan sebuah pusat untuk promosi tentang prakarsa masyarakat. 

 

Selain yang disebutkan di atas, masih menurut Bryden et al dalam 

Sumartono (2005 : 17). Ada beberapa persyaratan bagi keberhasilan kerja 

dalam hubungan kemitraan, yaitu badan-badan dan departemen pemerintah 

dan masyarakat setempat sendiri. Selanjutnya ia mengajukan pedoman 

terselenggaranya proses kemitraan ini yang meliputi : 

1. Pelatihan semua pihak yang terlibat. 

2. Penggunaan yang hati-hati bahasa yang digunakan ketika berinteraksi 

dengan orang-orang setempat. 

3. Penggunaan contoh-contoh, akuntabilitas dan kepemerintahan yang 

terbuka, menjabarkan tujuan-tujuan ke dalam tugas-tugas yang mudah 

dicapai. 

4. Mendorong masyarakat setempat menjadi sadar informasi. 

5. Adaptasi secara terus menerus untuk menghadapi perubahan-

perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru. 

 

 

 

 

 

 



  

 

B. Tinjauan Tentang Desa 

 

1. Pengertian Desa 

 Desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 

2004 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 

yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Menurut Widjaja 

(2001:46) persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima syarat, yaitu : 

1. Jumlah Penduduk minimal 1500 atau 33 Kepala Keluarga 

2. Luas Wilayah 

3. Sosial Budaya 

4. Potensi Desa/Marga 

5. Sarana dan Prasarana 

 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah desa dapat 

diartikan sebagai tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, desa dapat 

didefinisikan sebagai suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki 

wilayah, masyarakat dan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur 



  

pemerintahannya sendiri dengan ciri khas atau adat istiadat yang dimiliki 

tiap-tiap wilayah.    

 

 Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner 

Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan 

kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang 

berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 

14 Juli 1817 kepada pemerintah disebutkan tentang adanya desa-desa di 

daerah-daerah Pesisir Utara Pulau Jawa, dan dikemudian hari ditemukan 

juga desa-desa di Kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa 

yang ada di Jawa. 

 

 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul 

desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa 

dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang 

bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, 

atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau 

disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah 

Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat 

setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya 

diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi 

Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh 

kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa 

mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal. 



  

2. Pemerintahan Desa 

 

 Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

 Pada pemerintahan kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa 

dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 pada dasarnya susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari  kepala 

desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur staf, unsur 

pelaksana dan unsur wilayah. Unsur staf terdiri dari Sekretaris Desa dan 

Kepala-Kepala Urusan, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari  Kepala-

kepala Seksi dan unsur wilayah terdiri dari Kepala-Kepala Dusun. 

 

 Susunan organisasi pemerintah desa memiliki 2 (dua) pola yaitu: pola 

minimal dan pola maksimal. Susunan organisasi pemerintah desa 

berdasarkan pola minimal terdiri dari:  

a. Kepala Desa 

b. Unsur staf yang terdiri dari: Sekretaris Desa dan dibantu oleh 



  

 Kepala Urusan yaitu kepala Urusan Umum, Kepala Urusan 

 Pemerintahan dan Pembangunan, serta Kepala Urusan 

 Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan. 

c. Unsur wilayah dan sekaligus sebagai unsur pelaksana yang 

 terdiri dari Kepala-kepala Dusun.  

 

Susunan organisasi pemerintah desa berdasarkan pola maksimal terdiri dari: 

a. Kepala Desa 

b. Unsur staf yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan 

dan Kepala Urusan Umum,  

c. Unsur pelasana yang terdiri dari  Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala 

Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial & 

Kemasyarakatan. 

d. Unsur wilayah yang terdiri dari  Kepala-kepala Dusun. 

 

C. Pemisahan Kekuasaan 

 

Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politica adalah sebuah 

ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau 

lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok 

mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. 

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut 

diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Trias_politica
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan


  

di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan 

politikmelainkan harus terpisah di negara-negara yang berbeda. 

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 

3 lembaga berbeda : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah 

lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang 

melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi 

jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan 

undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga 

ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang 

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, 

diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi 

pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and 

balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya 

Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan. 

Pada masa lalu, bumi dihuni masyrakat pemburu primitif yang biasanya 

mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang 

kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan 

fisik atau nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara 

yang ada di suku tersebut. 

 

Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi 



  

oleh para tetua masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah 

pada dewan-dewan negara-kota Yunani. Dewan ini sudah menampakkan 3 

kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Bahkan di Romawi Kuno, sudah ada perwakilan daerah yang disebut Senat, 

lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia 

sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Namun, keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan kota 

tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar adalah persaingan 

dengan kekuasaan monarki atau tirani. Monarki atau Tirani adalah kekuasaan 

absolut yang berada di tangan satuborang raja. Tidak ada kekuasaan terpisah di 

keduanya. 

Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000-1500 M), kekuasaan politik 

menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum 

bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa 

kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan 

politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan 

intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang bertujuan 

melakukan pemisahan kekuasaan. 

Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, 

merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar 

bagaimana kekuasaan di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan. Meski 



  

pemikiran mereka saling bertolak-belakang, tetapi tinjauan ulang mereka atas 

relasi kekuasaan negara cukup berharga untuk diperhatikan. 

John Locke (1632-1704) 

 Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus 

(karya besar) yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit 

tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar 

manusia adalah "bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)" dan 

"memiliki milik (property)." Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat 

melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang 

diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. 

Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, 

berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja 

secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan 

dalih beraneka ragam 

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan 

individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di 

tangan seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut 

adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif 

 

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal 



  

penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat 

ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi 'damai' tersebut perlu 

terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat 

yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum 

bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat 

yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum 

bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris. 

 

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam 

hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan 

tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan 

diserahkan ke tangan raja/ratu. 

 

Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau 

kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di 

masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi 

politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan 

sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada 

raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan eksekutif. 

 

Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 

kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan 

kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan 



  

pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurkan 

oleh rekan Perancisnya, Montesquieu. 

 

Monstesquieu (1689-1755). 

Montesqueieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan 

pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya 

termuat di dalam magnum opusnya, spirit of law, yang terbit tahun 1748. 

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis 

sebagai berikut : "Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: 

kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan 

dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai 

hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.  

 

Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang 

telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, 

mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan 

mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia 

menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. 

Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan  



  

Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh 

pemerintahan agar tidak ada penyelahgunaan kekuasaan, antara legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip 

normative bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada 

orang yang sama, untuk mencegah penyalahugunaan kekuasaan oleh pihak yang 

berkuasa. 

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan 

pemisahan kekuasaan (separation of power) tetapi sering disebut dengan istilah 

pembagian kekuasaan (distribution of power). Presiden tidak hanya memegang 

kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan 

DPR sebagai co-legislator-nya. Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman 

(yudikatif) dalam UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang yang semula 

dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil Perubahan 

UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut 

sebagai lembaga legislatif (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif 

adalah Presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu undang-undang 

dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah 

sebagai co-legislator sama seperti DPD untuk materi undang-undang tertentu, 

bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 



  

Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah 

Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan 

legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD sebagai co-legislator), dan 

kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan perwujudan 

sistem checks and balances. Sistem checks and balances dimaksudkan untuk 

mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau 

terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain. 

Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun 

ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR, namun 

dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator, yaitu 

Presiden dan DPD (untuk rancangan undang-undang tertentu). Bahkan suatu 

ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR 

dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945. 

Di sisi lain, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya 

mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah 

suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan 



  

pembangunan dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini 

cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi 

legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 20A UUD 1945. 

Namun demikian kekuasaan DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan 

Presiden dan atau Wakil Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. 

Usulan DPR tersebut harus melalui forum hukum di MK sebelum dapat diajukan 

ke MPR. 

Dalam konsep pemisahaan kekuasaan menjelaskan bahwa adanya pemisahaan 

kekuasaan antar lembaga-lembaga pemerintahan dalam tingkat pusat, daerah, 

maupun desa. Dalam tingkat desa ada dua lembaga penting yang mempunyai 

tugas/wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu 

lembaga eksekutif desa yang dimaksud disini kepala desa dan perangkat-

perangkat desa dan lembaga legislatif desa yang disebut Badan 

Permusyawarahan Desa (BPD). 

Menurut PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 lembaga eksekutif desa ataupun kepala 

desa memiliki tugas sebagai penyelengara urusan pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan. Sedangkan dalam peraturan desa tugas kepala desa merancang 

dan menetapkan peraturan desa sesuai persetujuan BPD. Lembaga legislative 

desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan yang berfungsi sebagai 

pengawas jalannya proses pemerintahan dan bertugas dalam \membahas 

rancangaan peraturan desa dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. 



  

Dalam UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula mengenai pemisahaan 

kekuasaan antarlembaga desa, tugas dan wewenang antara lembaga eksekutif 

desa dengan lembaga legislatif desa. Seperti dalam PP No. 72 tahun 2005 tugas 

kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan sebagai pelaksana 

pemerintahan desa, yang merancang peraturan desa dan menetapkan peraturan 

desa bersama BPD. BPD bertugas sebagai penyelengaara  desa dan pengawas 

pemerintahan desa, yang merancan dan menetapkan peraturan desa. 

 

D. Tinjauan Tentang Lembaga Eksekutif Desa 

 

Menurut Locke (dalam Miriam Budiardjo 2004:151-158) kekuasaan eksekutif 

ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk 

kekuasaan mengadili. Kekuasaan eksekutif itu menunjukkan bahwa yang 

berwenang itu adalah presiden.  

 

Lembaga eksekutif dalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislative. 

Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Adapun 

yang dimaksud eksekutif desa itu sendiri adalah kepala desa, sekertaris desa dan 

perangkat desa. Lembaga eksekutif desa yang disebut pemerintah desa di pimpin 

oleh kepala desa.  

 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PP No 72 Tahun 2005 

Tentang Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa 



  

merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan 

Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa 

jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang 

telah mendapat persetujuan bersama BPD. 

 

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh 

penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah : 

1. Bertakwa kepada Tuhan YME 

2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan 

 kepada NKRI, serta Pemerintah 

3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 

4. Berusia paling rendah 25 tahun 

5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 

6. Penduduk desa setempat 

7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

 kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun 

8. Tidak dicabut hak pilihnya 

9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun 

 dan atau 2 kali masa jabatan 

10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota 

   



  

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang, 

diantaranya adalah: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 

 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

b. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat 

 persetujuan bersama BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa\ 

 mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama 

 BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat desa. 

f.   Membina perekonomian desa. 

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan 

 dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 

 dengan peraturan perundang-undangan. 

i.   Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang 

 undangan. 

 

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kewajiban 

antara lain : 



  

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 

dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 

desa. 

g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. 

i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan segala pengelolaan 

keuangan desa. 

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa. 

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. 

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa. 

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 

adat istiadat. 

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

 



  

Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. 

 

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung 

 jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 

 Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya yang dimaksud adalah : 

a. Sekretaris Desa 

b. Pelaksana Teknis Lapangan 

c. Unsur Kewilayahan 

 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) PP No 72 Tahun 

2005 tentang Desa, diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi 

persyaratan yaitu : 

a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat. 

b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan. 

c. Mempunyai keahlian di bidang administrasi perkantoran. 

d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di 

bidang perencanaan. 

e. Memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. 

 



  

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa 

ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). Perangkat Desa bertugas membantu 

Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa 

bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

 

E. Tinjauan Tentang Lembaga Legislatif Desa 

 

Menurut Locke (dalam Miriam Budiardjo 2004:151-158) kekuasaan legislative 

ialah kekuasaan membuat undang-undang. Legislatif adalah badan 

deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal 

dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam 

sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. 

Dalam sistem Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, 

dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif 

biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget 

dan pengeluaran uang lainnya. 

 

Lembaga legislative adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan 

perundang-undangan. Adapun yang dimaksud lembaga legislative desa adalah 

BPD. 

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_deliberatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_deliberatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Parlemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_Presidentil&action=edit&redlink=1


  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 11 

tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang 

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 34 

tentang Desa, dijelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

3. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 35 

tentang Desa, dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang : 

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala 

Desa. 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala 

Desa. 

d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. 



  

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 

juga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. 

f. Menyusun tata tertib BPD. 

 4. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

 a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. 

 b. Menyatakan pendapat. 

  Anggota BPD mempunyai hak antara lain : 

 a. Mengajukan rancangan peraturan desa. 

 b. Mengajukan pertanyaan. 

 c. Menyampaikan usul dan pendapat. 

 d. Memilih dan dipilih. 

 e. Memperoleh tunjangan. 

 5. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara 

 RI Tahun 1945 dan menaati segala peraturan 

 perundang-undangan. 

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam 

 penyelenggaraan pemerintahan desa. 

c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional 

  serta keutuhan NKRI. 

d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan 

e. menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

e. Memproses pemilihan Kepala Desa. 



  

f.  Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan 

pribadi, kelompok dan golongan. 

g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat 

 istiadat masyarakat setempat. 

h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 

lembaga  kemasyarakatan. 

 

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang 

bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah 

anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang. 

b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 

jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang. 

c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 

jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.  

d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 

atau lebih, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.  

 

 

 

 

F.  Tinjauan Tentang Peraturan Desa (Perdes) 

 



  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Bab V, Pasal  55 

tentang Desa, dijelaskan mengenai Peraturan Desa diantaranya adalah : 

1. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. 

2. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

3. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang 

undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan 

budaya masyarakat desa setempat. 

4. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Bab V, Pasal 56-

60 tentang Desa, dijelaskan bahwa : 

1. Peraturan Desa (Perdes) dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan 

 peraturan perundang-undangan. 

2. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis 

 dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. 

3. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota 

 melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 

 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

4. Untuk melakasanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan  Peraturan 

Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. 



  

5. Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa, dilarang 

 bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-

 undangan yang lebih tinggi. 

6. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. 

7. Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh 

 Sekretaris Daerah. 

8. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh 

 Pemerintah  Desa. 

 

Pembuatan Perdes dalam konteks otonomi daerah hendaknya ditujukan dalam 

kerangka yang diantaranya mencakup unsur :  

a. Melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat. 

b. Membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan 

pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa. 

c. Menjamin kekebasan masyarakat desa. 

d. Melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa. 

e. Menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan 

antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili 

kepentingannya dalam Badan Permusyawaratan Desa. 

f. Memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik dan sosial 

ekonomi masyarakat desa. 

 

Pembentukan Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang meliputi : 



  

a.  Kejelasan tujuan 

b.  Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat . 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 

d.  Dapat dilaksanakan 

e.  Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f.   Kejelasan rumusan dan Keterbukaan 

 

G. Tinjauan Tentang Pembangunan 

 

Pembangunan menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.5 

Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan adalah upaya 

untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi 

kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan. 

 

Pembangunan menurut Soedjatmoko (Nasution, 2004:90) adalah : 

”Kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politis di semua tingkat 

dan di dalam semua komponen masyarakat sehingga memungkinkan bangsa yang 

bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan 

lalu survive dan berkembang di tengah dunia yang tidak stabil, rumit dan makin 

tunduk pada persaingan”. 

 

Sedangkan Sondang P.Siagan, (1997:13), menyatakan bahwa pembangunan 

adalah keseluruhan proses perubahan atau pertumbuhan yang berencana 



  

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 

Agus Hadiawan, (2006:5) menjelaskan bahwa dalam pengertian pembangunan 

terkandung arti adanya usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti 

yang tidak atau kurang baik dengan yang baik, memuat yang lebih baik, yang 

sudah baik diusahakan agar semakin baik. Dalam pengertian pembangunan 

tersebut terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju, 

lebih modern, usaha untuk maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembangunan adalah suatu usaha dasar yang dilakukan untuk perubahan atau 

memperbaharui disegala bidang kehidupan ke arah yang lebih baik dengan 

perencanaan yang optimal untuk mencapai sasaran pembangunan dan perubahan 

di masa datang. 

 

H. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa 

 

Menurut CST Kansil (1983:134), pembangunan desa/kampung adalah 

pembangunan yang dilakukan di desa/kampung secara menyeluruh dan terpadu 

dengan imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dan 

pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang 

diperlukan, sedangkan masyarakat kampung memberikan partisipasinya dalam 

bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap 

pembangunan yang diinginkan. 



  

 

Pembangunan skala Desa adalah pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya 

dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa 

setempat. 

 

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, 

kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, 

bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-

dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan 

pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. 

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang 

dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat 

pedesaan/kampung. 

 

Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya : 

a. Peningkatan produksi dan produktivitas; 

b. Percepatan pertumbuhan kampung; 

c. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan 

kerja dan lapangan usaha produktif; 

d. Pengingkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat; 

e. Perkuatan kelembagaan. 

  



  

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, proses Pembangunan Desa/kampung harus melalui tahap-tahap sebagai 

berikut : 

 

 

1. Perencanaan 

 Dalam proses pembangunan desa/kampung, tahap perencanaan ini merupakan 

tahap yang sangat penting. Perencanaan pembangunan desa/kampung harus 

melibatkan masyarakat kampung agar kebijakan yang akan disusun benar-

benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kampung setempat 

(bottom-up), sehingga masyarakat merasa terikat dan memiliki sert 

bertanggung jawab akan proses maupun hasil pembangunan tersebut karena 

merasa menjadi bagian dalam proses pembangunan kampung. 

2. Penganggaran 

Tahap selanjutnya adalah penganggaran. Perencanaan pembangunan kampung 

yang telah disusun kemudian dilakukan proses penganggaran melalui 

RAPBDes/RAPBK (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa/Kampung) yang disusun dan diajukan oleh pemerintah kampung untuk 

kemudian dimintakan persetujuan dan disahkan oleh BPK. Tahap 

penganggaran ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan serta kebutuhan kampung agar pembangunan kampung menjadi 

efektif dan efisien.\ 

3. Pelaksanaan 



  

Apabila tahap perencanaan dan penganggaran telah dilalui, proses 

pembangunan kampung dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan dan dianggarkan. Tahap pelaksanaan pembangunan desa 

ini diharapkan diselenggarakan sesuai dengan apa yang telah disepakati 

bersama dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kampung 

dengan melibatkan masyarakat masyarakat kampung setempat agar 

masyarakat dapat diberdayakan dan juga agar masyarakat merasa bertanggung 

jawab terhadap hasil pembangunan kampung tersebut. 

 

Pelaksanaan/implementasi kebijakan pembangunan kampung yang telah 

direncanakan ini diharapkan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas 

partisipatf, transparan, dan akuntabel. 

4. Pengawasan 

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan 

sasaran yang hendak dicapai.  

 

Apabila pelaksanaan pembangunan kampung dilaksanakan, tahap pengawasan 

ini sangat penting dilakukan untuk dapat melihat apakah pelakasanaan 

pembangunan kampung telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang belaku. 

 



  

Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi 

(kecamatan/kabupaten), lembaga-lembaga independen, maupun oleh segenap 

masyarakat. 

5. Evaluasi 

Tahap akhir yang perlu dilaksanakan dalam proses pembangunan kampung 

adalah evaluasi pembangunan. Evaluasi/peninjauan ini dilaksanakan dengan 

maksud untuk menilai apakah pembangunan di kampung benar-benar sesuai 

dengan aspirasi dan keputusan masyarakat setempat. 

Evaluasi pembangunan ini dianggap penting karena dapat dijadikan 

pedoman/acuan dalam merencanakan pembangunan kampung selanjutnya 

karena pembangunan kampung dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan 

secara berkesinambungan. 

 

I. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat atau 

kausal hipotesa antar variabel bebas dan variabel terikat atau tidak bebas dalam 

rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang 

diselidiki, (Sukardi, 2005:92). 

 

Penyelenggara Pemerintahan Desa terdiri dari Lembaga Eksekutif Desa (Kepala 

Desa dan Perangkat Desa) dan Lembaga Legislatif Desa (Badan Permusyawaratan 

Desa). Dalam penetapan peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa, antara 

Kepala Desa dan BPD terjalin suatu hubungan kemitraan .Hubungan yang 



  

dimaksud dalam hal ini merupakan mitra yang sejajar, yang bertumpu pada rasa  

kerjasama, komunikasi dan  musyawarah mufakat. 

 

Hubungan Lembaga Eksekutif Desa (Kepala Desa) dan Lembaga Legislatif Desa 

(BPD) diatur lebih jauh dalam Peraturan Daerah, sehingga dua lembaga ini 

mempunyai tugas, hak dan kewajiban dalam penetapan peraturan desa mengenai 

pembangunan fisik desa. Hak, tugas dan kewajiban itulah yang diharap 

menciptakan hubungan kedua lembaga dalam bentuk kerja sama bagi 

pembangunan desa. 

 

Penetapan peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa untuk menciptakan 

suatu landasan aturan yang kuat dalam mengatur pelaksanaan pembangunan desa 

terutama pembangunan fisik desa. Dengan control dari BPD dan kepala desa 

sebagai pelaksananya dua lembaga ini proses penetapan peraturan desa mengenai 

pembangunan fisik desa dapat berjalan. 

 

UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 telah menjelaskan tugas dan 

wewenang Kepala Desa dan BPD dalam urusan penyelanggaraan pemerintahan 

desa dan pembuatan peraturan desa. Terkait peraturan desa mengenai 

pembangunan fisik desa, kepala desa dapat menjalankan tugas sebagai perancang, 

penetapan peraturan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa bekerjasama dengan 

BPD sebagai pengawas pemerintahan desa. Oleh karena itu, maka dua lembaga 

desa ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing tetapi tetap ada 

kerjasama yang terjalin agar check and balance bisa berjalan dengan baik dalam 



  

pemerintahan desa. Oleh karena itu, maka dalam penetapan peraturan desa 

mengenai pembangunan fisik desa diperlukan kerjasama yang memiliki 

kehubungan kemitraan antara lembaga eksekutif desa (kepala desa dan perangkat 

desa) dan lembaga legislatif desa (BPD) tetapi tetap fungsi dan tugasnya tidak 

melenceng dari koridor urusan penyelengaraan pemerintahan desa masing-masing. 

   

 

     

 Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan Kerangka Pikir Pola Hubungan Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Hubungan Antara 

Lembaga Eksekutif Desa dan Lembaga Legislatif desa dalam Pembangunan 

Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung, maka penulis menggunakan tipe 

penelitian deskriptif kuantitatif melalui survei.  

 

 Studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai 

faktor-faktor yang menjadi fokus perhatian peneliti. Menurut Moh Nazir 

(2003:54) Tipe penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

 

Kemudian menurut G. Tan penelitian deskriptif bertujuan untuk : 

” Menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu 

gejala lain dalam masyarakat”. 

 

 Menurut Winarno dalam Arikunto (2006 : 110) Survei pada umumnya adalah 

cara mengumpulkan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu 

yang bersamaan dan biasanya jumlah unitnya besar. Survei dalam penelitian ini 

 



  

digunakan untuk dapat mengetahui pola hubungan antara Lembaga Eksekutif 

Desa dan Lembaga Legislatif Desa. 

 

 Survei mengenai hubungan ini difokuskan kepada Aparatur Pemerintah Desa 

Marga kaya dan BPD Marga Kaya dengan menggunakan angket sebagai 

instrument penelitian. Populasi dan pengambilan sampel merupakan rangkaian 

dalam penyebaran angket kepada Aparatur Pemerintah Desa Marga Kaya dan 

Anggota BPD Marga Kaya, sehingga untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan, penulis menggunakan serangkaian pertanyaan yang tersusun dalam 

daftar pertanyaan kuisioner. 

 

B. Definisi Konseptual 

 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari 

kesalahpahaman, penulis memberikan definisi konsep dalam penelitian ini. 

Menurut Sofyan Effendi (1992 : 18) yang dimaksud dengan konsep adalah 

generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Oleh karena itu, konsep 

merupakan definisi unsur terpenting, maka biasanya merupakan definisi yang 

dipakai para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak sesuatu fenomena 

sosial maupun alam. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis kemukakan definisi konsep dari 

penelitian ini sebagai berikut : 



  

1. Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau 

keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan 

yang lainnya. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan sebagai 

suatu proses, cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu 

obyek tertentu yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek 

lainnya. 

2. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Th 2004 adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

4. Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa adalah  hasil 

dari suatu rancangan peraturan desa yang siap untuk dilaksanakan langsung 

kepada masyarakat. Salah satu peraturan desa yang ditetapkan adalah 

peraturan desa mengenai pembangunan fisik desa. Pembangunan fisik desa 

adalah kebutuhan pembangunan fasilitas yang bersifat fisik, seperti 

pembangunan jalan, kantor desa,  tempat ibadah dan lainnya. 



  

C. Definisi Operasional 

 

M. Nazir (1999:152) menyatakan bahwa, “Definisi operasional adalah suatu 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut”. Definisi operasional digunakan 

sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Oleh sebab itu, 

dengan membaca  definisi operasional dalam suatu penelitian, maka akan 

mengetahui indikator-indikator  variabel tersebut. 

 

Menurut Sofian Effendi (1992:21) definisi operasional adalah unsur penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan 

kata lain definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan membaca definisi 

operasional dalam suatu penelitian seseorang peneliti akan mengetahui 

pengukuran suatu variabel, sehingga dia dapat mengetahui baik buruknya 

pengukuran tersebut. 

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada dasarnya definisi operasional itu 

adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 

Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah hubungan Lembaga eksekutif Desa dengan Lembaga Legislatif Desa, 

sedangkan variabel tergantungnya adalah Pembangunan Desa. Oleh karena itu, 



  

untuk mengukur variabel-variabel tersebut, penulis mengajukan indikator-

indikator sebagai berikut :. 

 

1. Pola hubungan kemitraan. 

 Variabel pola hubungan kemitraan secara operasional dapat diukur dengan 

indikator-indikator sebagai berikut : 

 a. Kerjasama 

 Kerjasama dalam suatu hubungan kemitraan sangat diperlukan, agar 

tujuan yang hendak dicapai dapat segera terlaksana dengan baik, efektif 

dan efesien. Kerjasama dapat mengefesiansikan waktu, biaya serta tenaga. 

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Lembaga Eksekutif Desa 

dengan Lembaga Legislatif Desa dalam pembangunan desa, maka 

pembangunan desa dapat terkontrol baik dan berjalan sesuai dengan 

rencana. 

 Berdasarkan uraian diatas, peniliti akan melihat indikator kerjasama 

berdasarkan : 

 1) Intensitas waktu pertemuan 

 2)  Proses kerjasama 

 3)  Pembagian tugas 

 

 b. Komunikasi 

  Komunikasi merupakan suatu faktor yang penting dalam suatu hubungan. 

Hubungan yang baik salah satunya ditunjang dengan komunikasi yang 

baik pula. Komunikasi berusaha untuk menyampaikan pesan antara satu 



  

pihak kepada pihak lain, sehingga apa yang menjadi keinginan dan 

kebutuhan antara kedua belah pihak dapat dengan mudah diketahui 

dengan cara melakukan komunikasi yang baik dan lancar. 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peniliti akan melihat indikator 

komunikasi berdasarkan : 

 1) Intensitas pertemuan 

 2)  Bentuk Komunikasi 

 3) Pola komunikasi 

  

 c. Musyawarah mufakat 

 Musyawarah dan mufakat dalam menetapkan suatu hal atau keputusan 

sangatlah penting, apalagi jika hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat. 

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, musyawarah 

dan mufakat wajib dilakukan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga 

Legislatif. Melalui musyawarah dan mufakat maka akan didapatkan 

masukan berupa saran dan pemikiran dari individu-individu yang berbeda 

yang dapat dijadikan masukan dalam pembangunan desa, selain itu 

dengan adanya musyawarah mufakat dapat meminimalisir terjadinya 

perdebatan atau perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan terjadinya 

konflik. 

 

  



  

 Berdasarkan uraian diatas, maka peniliti akan melihat indikator 

musyawarah mufakat berdasarkan : 

 1) Intensitas waktu pertemuan 

 2) Diskusi 

 3) Proses komunikasi dalam musyawarah mufakat 

  

2. Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa 

 Variabel Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa secara 

operasional dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut : 

f. Kelayakan peraturan desa terhadap sasaran pembuatan peraturan desa; 

g. Diterima oleh masyarakat desa; 

h. Pelaksanaan tugas dan fungsi dua lembaga desa dalam menetapkan 

peraturan desa; 

i. Peraturan desa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini. 

 

D.   Sumber Data 

 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik 

sumbernya, terbagi ke dalam: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara 

langsung dari nara sumber yang merupakan hasil dari teknik pengumpulan 

data melalui wawancara dan survei. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

data primer ialah data dari Kepala Desa Marga Kaya sebagai Lembaga 



  

Eksekutif Desa dan Anggota BPD Desa Marga Kaya sebagai Lembaga 

Legislatif Desa. 

 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung 

selain lokasi penelitian, yang didapat dari literatur-literatur, serta dokumen-

dokumen lain yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder ini 

merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh 

dari data primer. 

 

E. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian, (Bambang Prasetyo, 2005: 119). 

 

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian, 

sedangkan menurut Sugiyono (2004:91) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

 



  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian, bila 

jumlah populasi dibawah seratus maka populasi tersebut dijadikan sampel 

oleh peneliti, sebaliknya jika di atas seratus maka digunakan perumusan 

dalam penarikan sampel. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Pemerintah Desa Marga kaya 

dan anggota BPD Marga kaya, aparatur ini berjumlah 11 orang. Adapun 

nama aparatur pemerintah Desa Marga Kaya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 1. Nama Aparatur Pemerintah Desa Marga Kaya Th 2009 berdasarkan 

pangkat atau jabatan. 

 

No Nama Jabatan 

1 Mujimin Kepala Desa  

2 Sarju Sekretaris Desa 

3 Mariman Kepala Sub Urusan 

4 Sukimin Kepala Sub Urusan 

5 Suharno Kepala Urusan 

6 Hadi S Kepala Urusan 

7 Marwoto Kepala Urusan 

8 Satro Kepala Dusun I 

9 Rianto Kepala Dusun II 

10 Mujilan Kepala Dusun III 

11 Paino Kepala Dusun IV 

 Sumber Tabel: Struktur Organisasi  Pemerintah Desa Marga Kaya 2009 

 

 

 Selain Aparatur Pemerintah Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Marga Kaya, yang berjumlah 

11 orang anggota. Adapun susunan pengurus dan keanggotaan BPD Marga 



  

Kaya berdasarkan jabatan atau pangkatnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini :  

Tabel 2. Nama Pengurus dan Anggota BPD Marga Kaya tahun 2009 

 berdasarkan pangkat atau jabatan 

 

No Nama Jabatan 

1 Sunaryanto Ketua BPD 

2 Suyoto Wakil Ketua BPD 

3 Y. Urip Prasojo Sekretaris BPD 

4 Mujiyo Anggota 

5 Yulianto Anggota 

6 Parmin Anggota 

7 Surono Anggota 

8 Kasdi Anggota 

9 Widodo Anggota 

10 Paiman Anggota 

  Sumber tabel : BPD Marga Kaya tahun 2009 

 

 Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 orang yang terdiri 

dari 11 orang dari aparatur pemerintah Desa Marga Kaya dan 11 orang 

anggota BPD Marga Kaya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

Tabel 3. Jumlah Pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD Marga Kaya   

tahun 2009 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Pemerintah Desa Marga Kaya 10 orang 

2 BPD Marga Kaya 11 orang 

Jumlah 21 orang 



  

    Sumber tabel :Kantor Kepala Desa Marga Kaya, Struktur Organisasi 

Pemerintah Desa dan BPD Marga Kaya Tahun 2009 

 

 

2. Sampel 

 

 Menurut Suharsimi Arikunto (1998:117), sampel adalah bagian atau wakil 

dari populasi yang akan diteliti. Adapun maksud dari pemilihan sampel 

untuk menggeneralisasi sebagai representasi dari populasi. 

 

Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, atau lebih 

tergantung setidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan biaya. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek karena hal ini 

menyagkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang diambil oleh peneliti. 

 

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah 

Desa Marga Kaya dan BPD Marga Kaya yang berjumlah 22 orang. 

Mengingat subjeknya kurang dari 100, yaitu 21 orang, maka peneliti 

mengambil ke 21 subjek untuk dijadikan sampel di dalam penelitian ini, 

sehingga sampelnya adalah sampel populasi. 

 

 

 



  

F.   Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Kuisioner 

 Menurut Suharsimi Arikunto(1998:140), kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan pribadinya. Adapun pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pertanyaan berstruktur. Menurut Moh Nazir 

(2003:2007) pertanyaan berstruktur adalah pertanyaan yang dibuat 

sedemikian rupa, sehingga responden dibatasi dalam beberapa jawaban saja. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data penelitian yang berupa jawaban 

pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden, yaitu Pemerintah Desa 

Marga Kaya dan BPD Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kecamatan 

Lampung Selatan. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang 

merupakan data sekunder berupa arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, 

serta data terrtulis lainnya yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. 

 

G.   Teknik Pengolahan Data 

 

 Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data 

 diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

 sebagai berikut: 



  

1.  Tahap Editing 

  Dalam tahapan ini kuisoner yang didapat diperiksa kembali apakah masih 

terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau 

terdapat keterangan fiktif. 

 

2.  Tahap Koding 

Tahapan ini adalah usaha mengklasifikasi jawaban yang didapat dari 

Pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD Marga Kaya Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan menurut macamnya atau jenis 

pertanyaan kuisioner dengan memberikan nomor pada setiap kuisioner 

yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengolah data pada 

proses selanjutnya. 

 

3.  Tahap Tabulasi 

Pada tahapan ini hasil kuisioner dimasukkan kedalam tabel menurut 

jawaban yang serupa agar lebih teratur dan mudah dipahami. 

 

4.  Tahap interpretasi 

Tahap dari penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah 

dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

H. Teknik Penentuan Skor 

 

Skala pengukuran yang dipergunakan adalah Skala Likert, menurut Sugiyono 

(2005:23) Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur persepsi, pendapat, 



  

sikap serta penilaian seseorang terhadap fenomena sosial. Menurut teori Likert, 

penulis akan menggunakan lima alternative pilihan jawaban, yaitu a, b, c, d dan 

e masing-masing diberi skor sebagai berikut: 

a.  Untuk jawaban (a) diberi skor 5  

b.  Untuk jawaban (b) diberi skor 4 

c.  Untuk jawaban (c) diberi skor 3 

d.  Untuk jawaban (d) diberi skor 2 

e.  Untuk jawaban (e) diberi skor 1 

 

I. Teknik Analisis Data 

 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban, 

maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Purwanto dan 

Sulistyastuti (2007:93), analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil 

penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterprestasikan.  

 

Penulis menggunakan analisis data yang bersifat analisa deskriptif, dengan 

penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukkan 

data dari kuisioner dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan 

membuat persentase. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:63), dalam 

proses analisis data dipergunakan tipe rating scale. Tujuannnya adalah untuk 

mengukur opini responden dalam tingkatan yang bersifat kontinum. Setelah 



  

sebelumnya data yang diperoleh berupa angka yang ditafsirkan secara kualitatif 

dengan gradisi yang ditentukan.  

Perhitungan dengan menggunakan rumus interval (Sutrisno Hadi, 1986 : 45) : 

 

 

 

Keterangan : 

Nt = Nilai Tertinggi 

Nr = Nilai Terendah 

K = Kategori Jawaban 

I = Interval Nilai Skor 

Jadi, interval untuk setiap skor 0.8 dengan perhitungan  

 

Untuk mengetahui bagaimana Hubungan antara 

Lembaga Eksekutif Desa dengan Lembaga Legislatif 

Desa ditinjau dari aspek bentuk pola hubungan yang terjadi berada pada tingkat 

yang sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, atau tidak baik dapat dilihat 

berdasarkan interval pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

I = 
K

NrNt 
 

 

I = 
5

15 
 = 0.8 

 

 



  

Tabel 4. Besaran interval hubungan Lembaga Eksekutif Desa dengan 

Lembaga Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan 

Desa Mengenai Pembangunan Fisik Desa 

 

No Besar jarak interval Kategori Hubungan 

1 4,2 – 5 Sangat Baik 

2 3,4 – 4,2 Baik 

3 2,6 – 3,4 Cukup Baik 

4 1,8 – 2,6  Kurang Baik 

5 1 – 1,8 Tidak Baik 

      Sumber Tabel : Rumus interval berdasarkan hasil perhitungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Sejarah Berdirinya Desa Marga Kaya 

 

Berdasarkan sejarah, kira-kira pada tahun 1961-1962 terjadi perpindahan 

penduduk transmigran dari Jawa Tengah. Masyarakat Desa Marga Kaya asal 

mulanya transmigrasi dari korban bencana alam Gunung Merapi, dari Desa 

Brubuhan, kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Jawa Tengah (Bedol 

Desa), hijrah ke Lampung Selatan yang tepatnya jatuh di Kecamatan Jati 

Agung. Transmigran ini menjadi liga (tiga) angkatan/gelombang :  

1) Masyarakat dari jawa tiba di desa ini sejak hari Kamis Legi, Tanggal 27 Juli 

Tahun 1961 yang diketuai oleh Bapak Siswosumarno sebanyak 100 KK 

2) Angkatan II diketuai Oleh Bapak Ciptosuyono sebanyak 100 KK 

3) Angkatan III diketuai oleh Bapak Kartodirejo sebanyak 59 KK 

Keterangan : angkatan ke II sampai desa ini tanggal 14 Oktober 1961 

Angkatan Ke III sampai di desa ini Tanggal 21 November 1961. 

 

Warga trans datang bertahap menjadi 3 (tiga) gelombang terdiri dari 259 KK 

dengan jumlah jiwa 1012 Orang dan dibagi menjadi 3 dusun/blok yang diberi 

nama Blok A.1, Blok A.2, dan Blok B. sekarang menjadi dusun I, II dan III. Pada 

 



  

tahun 1961 sebelum adanya kepala desa, masih memakai istilah kepala suku dan 

pada waktu itu yang menjadi pimpinan / pamong adalah bapak Siswosumarto 

beliau menjabat sampai akhir tahun 1961. Tanggal 21 Desember 1961 datang 

kepala desa dari Jawa yaitu Bapak Kartodiredjo dan meneruskan tugasnya 

sebagai kepala Desa Marga Kaya hingga 1963 akhir dan sekretarisnya Bapak 

sastroatmodjo. Pada tahun 1964 kepala desa dijabat oleh Bapak Siswosumarto dan 

sekretarisnya Bapak Satroatmodjo bertugas sampai tahun 1968. 

 

Pada tahun 1968 sampai dengan 1969 kepala desa dijabat oleh Bapak Juyodikara. 

Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1973 kepala desa dijabat oleh Bapak 

Sastroatmodjo dan sekretarisnya Bapak Purwosudomo. Pada tahun 1973 sampai 

dengan tahun 1992 kepala desa dijabat oleh bapak Siswosumarto dan dibantu oleh 

sekretaris desa Bapak Purwosudomo sampai tahun 1981 selanjutnya diteruskan 

oleh Bapak Cipto suyono sebagai sekretaris desa yang baru. 

 

Pemberian nama Desa Marga Kaya ini sejak tanggal 17 Agustus 1961 dengan 

kesepakatan dari 3 (tiga) sesepuh desa yaitu : Bapak Situmorong dari Jawatan 

Transmigrasi, Bapak Usup Kepala Desa Karang Anyar, Dan Bapak Siswosumarto 

Ketua Rombongan Transmigrasi 

 

Desa Marga Kaya pada tahun 1961 masih dibawah pimpinan Kepala Negeri Balau 

Kedaton yang di jabat oleh Bapak Gunawan sedangkan Kecamatannya berada di 

Natar yang di jabat oleh Bapak Ali Bandar Adat. Sedangkan Bupati Lampung 

Selatan di jabat oleh Bapak Mustapa Kemal. 



  

 

Perkembangan selanjutnya terbentuklah suatu Desa transmigran yang diberi 

nama "Desa Marga Kaya", yang merupakan mayoritas orang jawa asli. Setelah 

terbentuk menjadi desa, maka desa tersebut dibagi menjadi empat dusun. Yaitu Dusun 

1A & 1B, Dusun 2, dan Dusun 3. Dan setiap dusun diberi nama yang sama 

yaitu, "Lestari". Dan ini hanya merupakan panggilan nama dusun/kampung 

saja, dari sejarah itulah Marga Kaya yang merupakan masyarakat 

transmigrasi menjadi suatu perkampungan masyarakat yang harmonis. 

 

Sejak keluar dari masa Orde Baru, di Era Reformasi ini Desa Marga Kaya 

memang sudah di kenal dengan desa yang aman. damai, rukun, patuh, dan taat, 

pada ajaran agama. 

 

B.  Kondisi Geografis Desa Marga Kaya 

 

Wilayah Desa Marga Kaya ini dibatasi oleh 4 Desa lainnya, yaitu sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Karang Anyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Marga Agung, kemudian disebelah Timur berbatasan dengan Desa Rejo Mulyo 

PTIP TRI KORA dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Anyar. 

Adapun mengenai luas wilayah Desa Marga Kaya mempunyai luas 1215 

hektar. Secara administrasi Desa Marga Kaya berada pada wilayah Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. 

 

C. Keadaan Penduduk 



  

 

Menurut data yang didapat, Desa Marga kaya berpenduduk dengan jumlah 2892 

jiwa dengan penduduk laki-laki 1366 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1526 

jiwa. Penduduk Desa Marga Kaya rata-rata bekerja pada sektor pertanian, beternak 

dan menjadi pedagang serta memiliki lahan pertanian  yang sangat luas. 

 

1. Keadaan Penduduk Menurut Penggolongan Usia Rata-Rata  

Tabel 5. Penggolongan Usia Rata-Rata 

Kurang dari 12 bulan  Bayi  

13 bulan – 3 tahun  Balita  

13 bulan – 5 tahun  Balita  

5-6 tahun  TK  

13-15 tahun  SLTP  

16-18 tahun  SLTA  

19-25 tahun  Akademi//Perguruan Tinggi  

  

0-14 tahun Anak-anak (non produktif)  

15-49  Usia subur (usia produktif)  

15-60 Dewasa  

61-70 Usia tua  

Lebih dari 70 tahun  Usia tua (Lanjut usia)  

 

Sumber : Monografi Desa Marga Kaya, Januari 2009 

 

2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 

Dalam hal perekonomian, sebagian besar masyarakat Desa Marga Kaya 

mempunyai mata pencaharian sebagi berikut :  

1. Pemilik tanah sewa 97 jiwa/ orang 

2. Pemilik tanah tegal atau lading ll7 jiwa/ orang 

3. Penyakap 30 jiwa/ orang 



  

4. Pemilik tanah pertanian 490 jiwa/ orang 

5. Jumlah pemilik ternak sapi 79 jiwa/ orang 

6. Jumlah pemilik ternak kambing 65 jiwa/ orang 

7. Jumlah pemilik ternak ayam 5 jiwa/ orang 

8. Jumlah pemilik ternak itik 189 jiwa/ orang 

9. Jumlah pemilik ternak domba  25 jiwa/ orang 

10. Jumlah pemilik usaha kerajinan 9 jiwa/ orang 

11. Pemilik usaha industri kecil 114 jiwa/ orang 

12. Jasa persewaan 4 jiwa/ orang 

13. Tukang kayu 3 jiwa/ orang 

14. Tukang jahit/bordir 19 jiwa/ orang 

15. Tukang cukur 2 jiwa/ orang  

Sumber : Monografi Desa Marga Kaya, Januari 2009  

 

3. Keadaan Penduduk Menurut Agama Yang Dianut 

 

Rincian jumlah penduduk yang sudah terdaftar menurut agamanya masing-

masing di Desa Marga Kaya adalah :  

Tabel 6. Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut. 

No Agama Jumlah 

1.  Is lam  2330 orang 

2.  Kristen  301 orang 

3.  Khatolik  250 orang 

4.  Budha  1  orang 

5.  Hindu  1  orang 

 



  

Sumber :  Monografi  Desa Marga Kaya,  Januari  2009   

 

D. Gambaran Mengenai Pemerintah Desa  

 

1. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa 

 

Struktur organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan No. 29 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi 

Pemerintahan Desa, terdiri atas Kepala Desa atau disebut dengan nama lain 

dan Perangkat Desa Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun 

bentuk dan susunan Pemerintahan Desa dapat digambarkan sebagi berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Desa  

Mujimin  
BPD   

Bendahara 

Mariman    

Sekretaris Desa  

Sarju  

    

Kaur :  

1. Pemerintahan 

2. Pembanguna

n  

3. Keuangan 

4. Umum  

5. Kesejahteraa

n   

 

Kadus I  

Satro  

    

Kadus II 

Supriyono  

    

Kadus IIII 

Rianto  

    

Kadus IV  

Mujilan     



  

 

Sumber : Monografi Desa Marga Kaya, Januari 2009 

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marga Kaya  

2. Pemerintah Desa Marga Kaya  

 

a. Kepala Desa 

 

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Marga Kaya dan 

calon yang memenuhi syarat. Kepala Desa memimpin 

penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan (BPD). Melaksanakan tugas 

dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat 

melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada 

Bupati dengan tembusan Kepala Camat 

 

b. Perangkat Desa  

 

1) Sekretaris Desa 

 

Kedudukan dari sekretaris Desa Marga Kaya ini yaitu sebagai staff 

pembantu kepala desa dan pemimpin sekretaris desanya sendiri. 

Tugasnya yaitu menjalankan administrasi pemerintahan pembangunan 

dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi 

kepada kepala desa. 

 

 

 



  

2) Kepala Urusan 

 

Kedudukannya yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam 

bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan 

sekretariat desa dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala 

urusan di Desa Marga Kaya ada 5 yaitu :  

Tabel 7. Jumlah Kepala Urusan dan Nama Kepala Urusan Desa 

Marga Kaya 

Kaur Pemerintahan  Bapak Suharno  

Kaur Pembangunan  Bapak Hadi Siswanto  

Kaur Keuangan  Bapak Mainan  

Kaur Umum  Marwoto  

Kaur Kesejahteraan  Sugimin  

 

Sumber : Monografi Desa Marga Kaya, Januari 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Identitas Responden 

 

Penelitian ini mengenai Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa 

dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa, pada Desa 

Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan 

jumlah keseluruhan responden adalah 27 responden. 

 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin responden diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jenis kelamin 

laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Karaktersistik responden berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat di tabel berikut: 

 

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-Laki 27 100 % 

2. Perempuan 0  0 % 

 Jumlah 27 100% 

   Sumber Tabel:  Kantor Kepala Desa Marga Kaya, Struktur Organisasi 

Pemerintah Desa dan BPD Marga Kaya Tahun 2009 

 

 



  

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh responden berjenis 

kelamin laki-laki yang berjumlah 27 orang atau sebesar 100%. 

 

2.  Karakteristik Responden Berdasarkan Faktor Usia 

 

Faktor usia responden memiliki pengaruh. Hal ini dikarenakan faktor usia 

akan mempengaruhi pola pikir dan kinerja seseorang. Distribusi faktor usia 

Pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD Marga Kaya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Persentase 

1. 20 – 30 Th - 0 % 

2. 31 – 40 Th 7 25,9 % 

3 41 – 50 Th 10 37,1 % 

4 51 – 60 Th 8 29,6 % 

5 61 – 70 Th 2 7,4 % 

 Jumlah 27 100% 

Sumber Tabel: Kantor Kepala Desa Marga Kaya, Struktur Organisasi   

Pemerintah Desa dan BPD Marga Kaya Tahun 2009 

 

 

   Berdasarkah tabel di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas dari 

aparatur Pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD Marga Kaya berusia antara 

41 tahun hingga 50 tahun, yaitu berjumlah 10 orang dengan persentase 

sebesar 37,1 % 

 

 

 



  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

 

Tingkat pendidikan responden sangatlah berpengaruh. Hal ini dikarenakan 

bahwa faktor pendidikan akan berpengaruh pada pola pikir seseorang dalam 

menganalisa suatu permasalahan yang ada. Distribusi tingkat pendidikan 

digolongkan menjadi 5 yaitui: Strata 1 (S-1), Diploma, Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD). 

Karaktersistik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di 

tabel berikut: 

 

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah Persentase 

1. Strata 1 (S 1) - 0 % 

2. Diploma 1 3,7 % 

3 SMA 15 55,6 % 

4 SMP 9 33,3 % 

5 SD 2 7,4 % 

 Jumlah 27 100% 

    Sumber Tabel: Kantor Kepala Desa Marga kaya, Struktur Organisasi 

Pemerintah Desa dan BPD Marga Kaya Tahun 2009 

 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah responden dengan tingkat 

pendidikan adalah : 

1.  Tamat Strata 1 (S-1) berjumlah 0 orang dengan persentase 0 % 

2. Tamat Diploma berjumlah 1 orang dengan persentase 3,7 % 



  

3. Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 15 orang dengan 

persentase 55,6% 

4. Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 9 orang dengan 

persentase 33,3% 

5. Tamat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 orang dengan persentase 7,4% 

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rata-rata pendidikan responden 

adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 15 orang dengan 

persentase sebesar 55,6%. 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

 

1. Pendapat Responden Terhadap Hubungan Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang 

Pembangunan Fisik Desa Berdasarkan faktor kerjasama, komunikasi 

dan musyawarah mufakat. 

 

1.1 Faktor Kerjasama 

 

 Kerjasama dalam suatu hubungan kemitraan sangat diperlukan, agar 

tujuan yang hendak dicapai dapat segera terlaksana dengan baik, efektif 

dan efesien. Kerjasama dapat mengefesiansikan waktu, biaya serta 

tenaga. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Lembaga Eksekutif 

Desa dengan Lembaga Legislatif Desa dalam pembangunan desa, maka 

pembangunan desa dapat terkontrol baik dan berjalan sesuai dengan 



  

rencana. Ada beberapa indikator dalam suatu kerjasama yaitu intensitas 

waktu pertemuan, proses kerjasama dan pembagian tugas. Untuk dapat 

mengetahui hubungan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa 

dalam penetapan Perdes tentang pembangunan fisik desa di tinjau dari 

aspek kerjasama yang terjalin selama proses penetapan Peraturan Desa, 

pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 11.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan antara 

Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik ditinjau dari 

Aspek Kerjasama. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 5 25 18,6  % 

2 Baik 4 7 28 25,9 % 

3 Cukup baik 3 8 24 29,6 % 

4 Kurang baik 2 7 14 25,9  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 91 100% 

  

Nilai 91/ 27 = 3,3 

Kriteria Cukup baik 

       Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 5 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan Legislatif 

Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama yang terjalin 

selama ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 18,6 %. 



  

Sebanyak 7 responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase 

sebesar 25,9 %. Sebannyak 8 responden menyatakan cukup baik, yaitu 

dengan persentase sebesar 29,6% dan sisanya sebanyak 7 responden 

menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 25,9%. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 3,3 dengan skala interval  2,6 – 3,4  

sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa 

Hubungan antara Eksekutif Desa dan Legislatif Desa Marga Kaya dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau 

dari aspek kerjasama yang terjalin selama ini dinilai cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik dalam survei yang dilakukan penulis 

memperlihatkan bahwa aspek kerjasama yang berjalan selama ini 

berjalan dengan harapan dan kesesuaian masyarakat. Kerjasama yang 

yang baik dapat membuat masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam 

berbagai hal yang diperlukan dalam pemerintahan desa baik dalam hal 

pelayanan publik, kerjasama dalam pembangunan fisik desa dan 

penetapan Peraturan Desa. Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa diinginkan masyarakat dapat terlaksana 

dengan harapan masyarakat, kerjasama yang baik itulah yang memang 

diperlukan. Aspek kerjasama yang berjalan dalam pemerintahan Desa 

Marga Kaya yaitu oleh lembaga eksekutif desa dan legislatif desa masih 



  

memiliki beberapa kekurangan yaitu dalam hubungan keduanya masih 

belum memiliki kekuatan kebersamaan dalam kepentingan-kepentingan 

yang sangat diperlukan seperti pembangunan fisik desa. Kurangnya 

kerjasama terlihat ketika kedua lembaga tinggi desa ini hanya 

mementingkan kepentingan lembaga saja, kepentingan lembaga itu 

seperti lembaga eksekutif desa hanya melakukan tugasnya dalam 

lingkup eksekutif desa, sebaiknya legislatif desa harus diikutkan agar 

ada tidak terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan keresahan pada 

masyarakat. Saat kerjasama berjalan baik maka segala harapan 

masyarakat dan kenyamanan masyarakat terhadap proses pemerintahan 

dapat dirasakan masyarakat.  

 

1.1.1 Faktor Kerjasama dengan Indikator Intensitas Waktu 

Pertemuan 

  

 Intensitas waktu pertemuan merupakan salah satu hal penting 

dalam proses kerjasama, karena dengan intensitas waktu 

pertemuan dapat mengukur bagaimana suatu proses kerjasama itu 

berjalan. Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan antara 

Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam penetapan Perdes 

tentang pembangunan fisik desa di tinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan yang terjalin selama 

proses Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik 



  

Desa, pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 12.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Kerjasama dengan indikator 

intensitas waktu pertemuan. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 5 25 18,6  % 

2 Baik 4 5 20 18,6 % 

3 Cukup baik 3 8 24 29,6 % 

4 Kurang baik 2 9 18 33,2  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 87 100 % 

  

Nilai 87/ 27 = 3,2 

Kriteria Cukup baik 

       Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 5 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan yang terjalin selama 

ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 18,6 %. 

Sebanyak 5 responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase 

sebesar 18,6 %. Sebannyak 8 responden menyatakan cukup baik, 

yaitu dengan persentase sebesar 29,6 % dan sisanya sebanyak 9 



  

responden menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 

33,2 %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,2 dengan skala interval  

2,6 – 3,4  sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan yang terjalin selama 

ini dinilai cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik dalam aspek intensitas waktu pertemuan 

menunjukkan bahwa yang terjadi dalam aspek kerjasama dengan 

indikator intensitas waktu pertemuan belum sesuai dengan 

harapan masyarakat seutuhnya. Kerjasama berjalan baik jika 

intensitas waktu pertemuannya juga sering dilakukan atau sangat 

baik. kenyataan dilapangan dan survei yang dilakukan penulis 

masih ada masalah dalam intensitas waktu pertemuan sehingga 

masuk dalam kriteria cukup baik yaitu  para aparat pemerintahan 

desa ataupun BPD lebih mementingkan kepentingan pribadinya. 

Kepentingan pribadi seperti mengutamakan kegiatan pribadi yang 

merupakan mata pencahariannya dan urusan-urusan keluarga. 



  

Mayoritas masyarakat desa bermata pencaharian dengan bertani 

dan beternak, kegiatan seperti ini yang mereka dahulukan daripada 

kepentingan pemerintahan. Kondisi yang seperti ini membuat 

intensitas pertemuan dalam kerjasama antar lembaga menjadi 

kurang harmonis dan terjalin baik. Seharusnya baik lembaga 

eksekutif desa maupun lembaga legislatif desa dapat memberikan 

perhatian lebih dalam  intensitas waktu pertemuan seperti dapat 

dilakukan pertemuan-pertemuan yang lebih sering dan 

menanamkan pentingnya urusan pemerintahan pada semua aparat 

lembaga dan anggota-anggotanya karena dengan intensitas waktu 

pertemuan yang baik maka kerjasama berjalan sesuai harapan 

yaitu  hubungan kerjasama yang sangat baik dan kedua lembaga 

Desa Marga Kaya dapat dapat melakukan tugas dan fungsi serta 

hubungan baik antar lembaga dapat terjaga dan sesuai harapan 

masyarakat. 

 

1.1.2 Faktor Kerjasama dengan Indikator Proses Kerjasama 

  

 Proses kerjasama dapat berjalan dengan baik ketika semua 

anggota dalam kelompok bekerjasama dengan baik. Untuk dapat 

mengetahui bagaimana hubungan antara Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam penetapan Perdes tentang pembangunan 

fisik desa di tinjau dari aspek kerjasama dengan indikator proses 



  

kerjasama yang terjalin selama proses Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa, pada Desa Marga Kaya 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Kerjasama dengan indikator 

proses kerjasama. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 6 30 22,3  % 

2 Baik 4 7 28 25,9  % 

3 Cukup baik 3 7 21 25,9 % 

4 Kurang baik 2 7 14 25,9  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 93 100 % 

  

Nilai 93/ 27 = 3,4 

Kriteria Cukup Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 6 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator proses kerjasama yang terjalin selama ini dinilai 

sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 22,3 %. Sebanyak 7 

responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase sebesar 25,9 



  

%. Sebannyak 7 responden menyatakan cukup baik, yaitu dengan 

persentase sebesar 25,9 % dan sisanya sebanyak 7 responden 

menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 25,9  %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan skala interval  

2,6 – 3,4  sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator proses kerjasama yang terjalin selama ini dinilai 

cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik dalam proses kerjasama menunjukkan bahwa 

masih kurangnya tingkat proses kerjasama yang terjalin anatara 

lembaga eksekutif dan legislatif Desa Marga Kaya berjalan 

seadanya saja. Maksudnya proses kerjasama yang terjalin belum 

dapat dikatakan baik, proses kerjasama antar dua lembaga tinggi 

desa ini menjalankan kegiatan kerjasama dan prosesnya jika kedua 

lembaga ini memerlukan kerjasama dalam suatu kegiatan yang 

benar-benar memerlukan kerjasama. Terlihat ikatan proses 

kerjasama keduanya kurang kuat, dapat dikatakan proses 

kerjasama selama ini cukup sesuai dengan konsep kerjasama yang 



  

efisien dan efektif. Tetapi tingkat ukuran proses kerjasama itu 

hanya sebatas ikatan kerjasama saja. Dua lembaga tinggi desa ini 

sebaiknya dapat meningkatkan proses kerjasama dengan sering 

melakukan pertemuan dan jika ada kegiatan desa semua aparat 

pemerintahan desa dan BPD dapat dilibatkan agar proses 

kerjasama dapat berjalan sangat baik dan masyarakat merasa puas 

dengan aparat pemerintah Desa Marga Kaya.   

 

1.1.3 Faktor Kerjasama dengan Indikator Pembagian Tugas 

 

 Pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kemampuan 

anggota dalam kelompok dapat menciptakan suatu kerjasama yang 

baik dan tugas-tugas anggota yang jelas dan dapat dilaksanakan 

dengan baik. Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan antara 

Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam penetapan Perdes 

tentang pembangunan fisik desa di tinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator pembagian tugas yang terjalin selama proses 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa, pada 

Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tabel 14. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Kerjasama dengan indikator 

proses kerjasama. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 6 30 22,3  % 

2 Baik 4 7 28 25,9  % 

3 Cukup baik 3 7 21 25,9 % 

4 Kurang baik 2 7 14 25,9  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 93 100 % 

  

Nilai 93/ 27 = 3,4 

Kriteria Cukup Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 6 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator pembagian tugas yang terjalin selama ini dinilai 

sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 22,3 %. Sebanyak 7 

responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase sebesar 25,9 

%. Sebannyak 7 responden menyatakan cukup baik, yaitu dengan 

persentase sebesar 25,9 % dan sisanya sebanyak 7 responden 

menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 25,9  %. 

 



  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan skala interval  

2,6 – 3,4  sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek kerjasama 

dengan indikator pembagian tugas yang terjalin selama ini dinilai 

cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik pada indikator pembagian tugas menunjukkan 

bahwa kegiatan kerjasama dengan indikator pembagian tugas 

antara lembaga eksekutif desa dan legislatif desa masih kurang 

dari harapan masyarakat. Pembagian tugas dalam kerjasama 

kurang jelas, karena pembagian tugas yang tidak tepat dapat 

mengganggu suatu hubungan kerjasama yang efektif dan efisien. 

Antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa untuk 

pembagian tugas dirasakan kurang jelas dan tidak tepat sesuai 

kemampuan, bidang dan kebutuhannya. Dalam proses 

berlangsungnya kegiatan yang melibatkan kerjasama antar dua 

lembaga tinggi desa ini tidak berjalan baik, terdapat kendala dalam 

pembagian tugas seperti terjadinya konflik dalam perebutan tugas 

karena tidak sesuai dengan kemampuan dan bidangnya yang 



  

berakibat tugas yang diberikan tidak berjalan baik dan optimal. 

Pembangunan fisik desa sangat diperlukan, lembaga eksekutif 

desa dan legislatif sebaiknya dapat menjalankan suatu hubungan 

kemitraan kerjasama yang efisien dan efektif dan pembagian tugas 

yang jelas dan sesuai kemampuan yang dilimpahkan tugas. 

Pembagian tugas yang tepat sasaran dan jelas maka kerjasama 

dapat berjalan sangat baik. 

 

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini maka dibuat 

rekapitulasi jawaban responden mengenai Hubungan Eksekutif  

Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik ditinjau dari Aspek Kerjasama dengan 

indikator intensitas waktu pertemuan, proses kerjasama, dan 

pembagian tugas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Tabel 15. Rekapitulasi jawaban responden Hubungan antara 

Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Kerjasama dengan indikator 

intensitas waktu pertemuan, proses kerjasama, dan 

pembagian tugas. 

 

 

No

. 

Indikator 

Aspek Kerjasama 

Total skor Klasifikasi Jawaban 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1. Intensitas  

Waktu Pertemuan 

25 20 24 18 0 

2. Proses Kerja 

sama 

30 28 21 14 0 

3. Pembagian Tugas 30 28 21 14 0 

  

Jumlah Frekuensi 

85 76 69 46 0 

276 

 Nilai 276 / 81 = 3,4 

 Kriteria Cukup Baik 

   Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan rekapitulasi dari jawaban responden mengenai 

Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Fisik Desa 

ditinjau dari aspek kerjasama dengan indikator intensitas waktu 

pertemuan, proses kerjasama dan pembagian tugas maka 85 

responden menyatakan sangat baik, 76 responden menyatakan 

baik, 69 responden menyatakan cukup baik dan 46 responden 

menyatakan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi yang 



  

dilakukan penulis terhadap 27 orang responden diperoleh nilai 

rata-rata 3,4 dengan skala interval 2,6 – 3,4 sehingga memiliki 

criteria cukup baik, artinya pendapat responden mengenai 

Hubungan antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik ditinjau 

dari faktor Kerjasama dengan indikator intensitas waktu 

pertemuan, proses kerjasama, dan pembagian tugas adalah cukup 

baik. 

 

Masalah yang muncul dalam indikator intensitas waktu pertemuan 

pada aspek kerjasama yaitu dalam hubungan keduanya masih 

belum memiliki kekuatan kebersamaan dalam kepentingan-

kepentingan yang sangat diperlukan seperti pembangunan fisik 

desa. Kurangnya kerjasama terlihat ketika kedua lembaga tinggi 

desa ini hanya mementingkan kepentingan lembaga saja, 

kepentingan lembaga itu seperti lembaga eksekutif desa hanya 

melakukan tugasnya dalam lingkup eksekutif desa, sebaiknya 

legislatif desa harus diikutkan agar ada tidak terjadi perbedaan 

pendapat yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Masalah 

yang muncul dalam indikator proses kerjasama pada aspek 

kerjasama yaitu proses kerjasama yang terjalin belum dapat 

dikatakan baik, proses kerjasama antar dua lembaga tinggi desa ini 

menjalankan kegiatan kerjasama dan prosesnya jika kedua 



  

lembaga ini memerlukan kerjasama dalam suatu kegiatan yang 

benar-benar memerlukan kerjasama. Terlihat ikatan proses 

kerjasama keduanya kurang kuat, dapat dikatakan proses 

kerjasama selama ini cukup sesuai dengan konsep kerjasama yang 

efisien dan efektif. Tetapi tingkat ukuran proses kerjasama itu 

hanya sebatas ikatan kerjasama saja. Masalah yang muncul dalam 

indikator pembagian tugas pada aspek kerjasama yaitu antara 

lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa untuk 

pembagian tugas dirasakan kurang jelas dan tidak tepat sesuai 

kemampuan, bidang dan kebutuhannya. Dalam proses 

berlangsungnya kegiatan yang melibatkan kerjasama antar dua 

lembaga tinggi desa ini tidak berjalan baik, terdapat kendala dalam 

pembagian tugas seperti terjadinya konflik dalam perebutan tugas 

karena tidak sesuai dengan kemampuan dan bidangnya yang 

berakibat tugas yang diberikan tidak berjalan baik dan optimal.  

 

Dilihat dari permasalahan yang muncul pada aspek kerjasama ini 

jelas terlihat ukuran kriteria cukup baik belum dapat dikatakan 

sangat diinginkan masyarakat Desa Marga Kaya umumnya, 

hubungan itu seharusnya memberi dampak pada obyek yang 

berkaitan. Tetapi kenyataannya dampak itu ada tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan dan harapan yang sebenarnya, yaitu dampak yang 

positif dan saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan 



  

kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka 

bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. 

Tetapi baik lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga 

Kaya kurang memiliki ikatan kerjasama yang kuat dimana 

kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai tidak begitu 

diperhatikan egoisme lembaga menjadi masalahnya. Untuk itu 

baik lembaga eksekutif dan legislatif Desa Marga Kaya dapat 

memperhatikan itu dan dapat melakukan beberapa perbaikan 

dalam proses kerjasama. 

 

1.2 Faktor Komunikasi 

 

Komunikasi merupakan suatu faktor yang penting dalam suatu 

hubungan. Hubungan yang baik salah satunya ditunjang dengan 

komunikasi yang baik pula. Komunikasi berusaha untuk menyampaikan 

pesan antara satu pihak kepada pihak lain, sehingga apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan antara kedua belah pihak dapat dengan mudah 

diketahui dengan cara melakukan komunikasi yang baik dan lancar. Ada 

beberapa indikator dalam suatu komunikasi yaitu intensitas waktu 

pertemuan, bentuk komunikasi dan pola komunikasi. Untuk dapat 

mengetahui bagaimana hubungan antara Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam penetapan Perdes tentang pembangunan fisik desa 

di tinjau dari aspek komunikasi yang terjalin selama proses penetapan 



  

Peraturan Desa, pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 16.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan antara 

Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik ditinjau dari 

Aspek Komunikasi. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 7 35 25,9  % 

2 Baik 4 6 24 22,3 % 

3 Cukup baik 3 8 24 29,6 % 

4 Kurang baik 2 6 12 22,2  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 95 100% 

  

Nilai 95/ 27 = 3,5 

Kriteria Baik 

       Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 7 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan Legislatif 

Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi yang terjalin 

selama ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 25,9 %. 

Sebanyak 6 responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase 

sebesar 22,3 %. Sebannyak 8 responden menyatakan cukup baik, yaitu 

dengan persentase sebesar 29,6 % dan sisanya sebanyak 6 responden 

menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 22,2 %. 

 



  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan skala interval  3,4 – 4,2  

sehingga memiliki kriteria hubungan yang baik. Hal ini berarti bahwa 

sebagian besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa Hubungan 

antara Eksekutif Desa dan Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek 

komunikasi yang terjalin selama ini dinilai baik. 

 

Dengan kriteria cukup baik dalam aspek komunikasi menunjukkan 

bahwa faktor komunikasi dalam hubungan eksekutif dengan legislatif 

desa dalam penetapan peraturan desa tentang pembangunan fisik desa 

terdapat indikator-indikator yang telah sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan. Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba menganalisis 

hasil survei yang telah diolah pada tiga indikator komunikasi. 

 

1.2.1 Faktor Komunikasi dengan Indikator Intensitas Pertemuan 

  

 Intensitas waktu pertemuan merupakan salah satu hal penting 

dalam proses kerjasama, karena dengan intensitas waktu 

pertemuan dapat mengukur bagaimana suatu proses komunikasi 

itu berjalan dengan baik. Untuk dapat mengetahui bagaimana 

hubungan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Perdes tentang Pembangunan fisik desa di tinjau dari 

aspek komunikasi dengan indikator intensitas waktu pertemuan 



  

yang terjalin selama proses Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa, pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 17. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Komunikasi dengan 

indikator intensitas waktu pertemuan. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 6 30 22,3  % 

2 Baik 4 6 24 22,3 % 

3 Cukup baik 3 8 24 29,6 % 

4 Kurang baik 2 7 14 25,8  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 102 100 % 

  

Nilai 102/ 27 = 3,7 

Kriteria Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 6 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator intensitas pertemuan yang terjalin selama ini 

dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 22,3 %. 

Sebanyak 6 responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase 

sebesar 22,3 %. Sebannyak 8 responden menyatakan cukup baik, 



  

yaitu dengan persentase sebesar 29,6 % dan sisanya sebanyak 7 

responden menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 

25,8 %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,7 dengan skala interval  

3,4 – 4,2  sehingga memiliki kriteria hubungan yang baik. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan yang terjalin selama 

ini dinilai baik. 

 

Kriteria baik indikator intensitas pertemuan faktor komunikasi 

menunjukkan bahwa hubungan lembaga eksekutif desa dan 

legislatif desa dalam penetapan peraturan desa tentang 

pembangunan fisik desa telah berjalan baik. Intensitas waktu 

pertemuan seperti dalam rapat proses komunikasi lebih intensif 

dibandingkan faktor kerjasama, pada kegiatan lain komunikasi 

pun masih tetap berjalan baik. Intensitas waktu pertemuan akan 

makin kuat ketika komunikasi antar dua lembaga dapat berjalan 

dengan baik dan hubungan kuat antara lembaga makin meningkat 



  

karena hubungan kemitraan berdasarkan kepercayaan dan 

kerjasama saling menghargai. 

 

1.2.2 Faktor Komunikasi dengan Indikator Bentuk Komunikasi 

  

 Bentuk komunikasi meruapakan suatu perwujudan dari cara 

berkomunikasi yang nantinya diharapkan menciptakan suatu 

komunikasi yang baik dan berjalan sesuai harapan, ada beberapa 

bentuk komunikasi seperti rapat, mengadakan forum ataupun 

diskusi dan bentuk lainnya. Untuk dapat mengetahui bagaimana 

hubungan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Perdes tentang Pembangunan fisik desa di tinjau dari 

aspek komunikasi dengan indikator bentuk komunikasi yang 

terjalin selama proses Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa, pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 18. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Komunikasi dengan 

indikator bentuk komunikasi. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 3 30 11,2  % 

2 Baik 4 8 32 29,6 % 

3 Cukup baik 3 8 24 29,6 % 

4 Kurang baik 2 8 16 29,6 % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 97 100 % 

  

Nilai 97/ 27 = 3,5 

Kriteria Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 3 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator intensitas bentuk komunikasi yang terjalin 

selama ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 

11,2 %. Sebanyak 8 responden menyatakan baik, yaitu dengan 

persentase sebesar 29,6 %. Sebannyak 8 responden menyatakan 

cukup baik, yaitu dengan persentase sebesar 29,6 % dan sisanya 

sebanyak 8 responden menyatakan kurang baik dengan persentase 

sebesar 29,6 %. 



  

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan skala interval  

3,4 – 4,2  sehingga memiliki kriteria hubungan yang baik. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator bentuk komunikasi yang terjalin selama ini 

dinilai baik. 

 

Kriteria baik dengan indikator bentuk komunikasi dari faktor 

komunikasi menunjukkan bahwa hubungan lembaga eksekutif 

desa dan lembaga legislatif desa dalam penetapan peraturan desa 

tentang pembangunan fisik Desa Marga Kaya dinilai telah berjalan 

dengan baik. Bentuk komunikasi seperti rapat musyawarah antar 

lembaga, diskusi dan forum telah memberikan andil yang kuat 

dalam menciptakan suatu komunikasi yang baik antar lembga 

desa. Peningkatan bentuk komunikasi yang lebih intensif akan 

membuat komunikasi berjalan sesuai harapan masyarakat dan 

pemerintah desa yang kuat dapat terbentuk dengan lembaga yang 

berjalan baik.  

 

 



  

1.2.3 Faktor Komunikasi dengan Indikator Pola Komunikasi 

  

 Pola komunikasi meruapakan suatu sistem berkomunikasi yang 

terbentuk dari berbagai jenis komunikasi dan cara komunikasi 

dengan terstruktur dan tersistem, seperti cara berkomunikasi 

melalui media pengumuman. Untuk dapat mengetahui bagaimana 

hubungan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Perdes tentang Pembangunan fisik desa di tinjau dari 

aspek komunikasi dengan indikator pola komunikasi yang terjalin 

selama proses Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik Desa, pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 

Tabel 19.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Komunikasi dengan 

indikator pola komunikasi. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 4 20 11,2  % 

2 Baik 4 6 24 29,6 % 

3 Cukup baik 3 9 27 29,6 % 

4 Kurang baik 2 8 16 29,6 % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 89 100 % 

  

Nilai 89/ 27 = 3,2 

Kriteria Cukup Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 



  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 4 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator intensitas pola komunikasi yang terjalin selama 

ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 14,8 %. 

Sebanyak 6 responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase 

sebesar 22,3 %. Sebannyak 9 responden menyatakan cukup baik, 

yaitu dengan persentase sebesar 33,3 % dan sisanya sebanyak 8 

responden menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 

29,6 %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,2 dengan skala interval  

2,6 – 3,4  sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator pola komunikasi yang terjalin selama ini dinilai 

cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik dengan indikator pola komunikasi pada aspek 

komunikasi menunjukkan bahwa hubungan lembaga eksekutif 



  

desa dengan lembaga legislatif desa dalam penetapan peraturan 

desa tentang pembangunan fisik Desa Marga Kaya berjalan cukup 

baik. Pola komunikasi yang berlangsung selama ini ialah pola 

komunikasi verbal yaitu pola komunikasi berupa pembicaraan 

dalam rapat, forum dan diskusi yang disampaikan berupa 

informasi-informasi yang dapat berupa selebaran atau 

pengumuman dipapan pengumuman kantor desa. Pola komunikasi 

telah berjalan baik, tetapi masalah intensitas pola komunikasi 

masih kurang dan keingintahuan serta keikutsertaan para 

perangkat pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD masih kurang. 

Sehingga kriteria cukup baik lebih terasa dan melakat. Seharusnya 

intensitas pola komunikasi, kesadaran para perangkat pemerintah 

desa dan BPD lebih ditingkatkan agar semua berjalan baik dengan 

cara mengadakan pelatihan-pelatihan dalam peningkatan 

kesadaran. 

 

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini maka dibuat 

rekapitulasi jawaban responden mengenai Hubungan Eksekutif  

Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik ditinjau dari Aspek Komunikasi 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan, bentuk komunikasi, 

dan pola komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 



  

Tabel 20.  Rekapitulasi jawaban responden Hubungan antara 

Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Komunikasi dengan 

indikator intensitas waktu pertemuan, bentuk 

komunikasi, dan pola komunikasi. 

 

 

No

. 

Indikator 

Aspek Kerjasama 

Total skor Klasifikasi Jawaban 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1. Intensitas  

Waktu Pertemuan 

30 24 24 14 0 

2. Bentuk 

Komunikasi 

30 32 24 16 0 

3. Pola Komunikasi 20 24 27 16 0 

  

Jumlah Frekuensi 

80 80 75 46 0 

281 

 Nilai 281 / 81 = 3,5 

 Kriteria Baik 

   Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan rekapitulasi dari jawaban responden mengenai 

Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Fisik Desa 

ditinjau dari aspek komunikasi dengan indikator intensitas waktu 

pertemuan, bentuk komunikasi dan pola komunikasi, maka 80 

total skor responden menyatakan sangat baik, 80 total skor 

responden menyatakan baik, 75 total skor responden menyatakan 

cukup baik dan 46 responden menyatakan cukup baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap 27 



  

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan skala interval 

3,4 – 4,2 sehingga memiliki criteria baik, artinya pendapat 

responden mengenai Hubungan antara Eksekutif  Desa dengan 

Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik ditinjau dari faktor Komunikasi dengan 

indikator intensitas waktu pertemuan, bentu komunikasi, dan pola 

komunikasi adalah cukup baik 

 

Kriteria baik indikator intensitas waktu pertemuan faktor 

komunikasi menunjukkan bahwa hubungan lembaga eksekutif 

desa dan legislatif desa dalam penetapan peraturan desa tentang 

pembangunan fisik desa telah berjalan baik. Intensitas waktu 

pertemuan seperti dalam rapat proses komunikasi lebih intensif 

dibandingkan faktor kerjasama, pada kegiatan lain komunikasi 

pun masih tetap berjalan baik. Kriteria baik dengan indikator 

bentuk komunikasi dari faktor komunikasi menunjukkan bahwa 

hubungan lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa 

dalam penetapan peraturan desa tentang pembangunan fisik Desa 

Marga Kaya dinilai telah berjalan dengan baik. Bentuk 

komunikasi seperti rapat musyawarah antar lembaga, diskusi dan 

forum telah memberikan andil yang kuat dalam menciptakan suatu 

komunikasi yang baik antar lembga desa. Kriteria cukup baik 

dengan indikator pola komunikasi pada aspek komunikasi 



  

menunjukkan bahwa hubungan lembaga eksekutif desa dengan 

lembaga legislatif desa dalam penetapan peraturan desa tentang 

pembangunan fisik Desa Marga Kaya berjalan cukup baik. Pola 

komunikasi telah berjalan baik, tetapi masalah intensitas pola 

komunikasi masih kurang dan keingintahuan serta keikutsertaan 

para perangkat pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD masih 

kurang. 

 

Secara keseluruhan faktor/aspek komunikasi masuk dalam kriteria 

baik, intensitas waktu pertemuan telah berjalan dengan baik, 

hubungan kemitraan yang baik telah terlihat pada indikator waktu 

pertemuan dan bentuk komunikasi. Hubungan komunikasi antar 

lembaga tinggi desa telah berjalan dengan baik dengan 

memperhatikan etika dan kultur budaya yang ada di Desa Marga 

Kaya. Tetapi masih terdapat masalah dalam pola komunikasi 

belum berjalan baik karena proses dari pola komunikasi tidak 

mendapat perhatian yang lebih, keingintahuan dan keikutsertaan 

menjadi permasalahannya. Jika minat perangkat desa dan BPD 

dapat lebih tinggi lagi maka pola komunikasi dapat berjalan lebih 

baik. didasarkan dengan hubungan kemitraan yang baik dan 

memperhatikan hubungan kemitraan yang berdasarkan kemitraan 

maka komunikasi akan dapat lebih baik lagi. 

 



  

1.3 Faktor Musyawarah Mufakat 

 

Musyawarah dan mufakat dalam  menetapkan suatu hal atau keputusan 

sangatlah penting, apalagi jika hal ini menyangkut kebutuhan 

masyarakat. Dalam  perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, 

musyawarah dan mufakat wajib dilakukan oleh Lembaga Eksekutif dan 

Lembaga Legislatif. Melalui musyawarah dan mufakat maka akan 

didapatkan masukan berupa saran dan pemikiran dari individu-individu 

yang berbeda yang dapat dijadikan masukan dalam pembangunan desa, 

selain itu dengan adanya musyawarah mufakat dapat meminimalisir 

terjadinya perdebatan atau perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan 

terjadinya konflik. Terdapat tiga indicator dalam musyawarah mufakat 

yaitu intensitas waktu pertemuan, diskusi dan proses komunikasi dalam 

musyawarah mufakat. Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan 

antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam penetapan Perdes 

tentang pembangunan fisik desa di tinjau dari aspek musyawah mufakat 

yang terjalin selama proses penetapan Peraturan Desa, pada Desa Marga 

Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabel 21.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan antara 

Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik ditinjau dari 

Aspek musyawarah mufakat. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 7 35 25,9  % 

2 Baik 4 6 24 22,3 % 

3 Cukup baik 3 8 24 29,6 % 

4 Kurang baik 2 6 12 22,2  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 95 100% 

  

Nilai 95/ 27 = 3,5 

Kriteria Baik 

       Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 7 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan Legislatif 

Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek musyawarah mufakat yang 

terjalin selama ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 

25,9 %. Sebanyak 6 responden menyatakan baik, yaitu dengan 

persentase sebesar 22,3 %. Sebannyak 8 responden menyatakan cukup 

baik, yaitu dengan persentase sebesar 29,6 % dan sisanya sebanyak 6 

responden menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 22,2 %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 3,5 dengan skala interval  3,4 – 4,2  

sehingga memiliki kriteria hubungan yang baik. Hal ini berarti bahwa 



  

sebagian besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa Hubungan 

antara Eksekutif Desa dan Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek 

musyawarah mufakat yang terjalin selama ini dinilai baik. 

 

Dengan kriteria baik dalam aspek musyawarah mufakat menunjukkan 

hubungan eksekutif dengan legislatif desa dalam penetapan peraturan 

desa tentang pembangunan fisik desa terdapat indikator-indikator yang 

telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya 

penulis akan mencoba menganalisis hasil survey yang telah diolah pada 

tiga indikator musyawarah mufakat. 

 

1.3.1 Faktor Musyawah Mufakat dengan Indikator Intensitas 

 Waktu Pertemuan 

  

 Intensitas waktu pertemuan merupakan salah satu hal penting 

dalam proses kerjasama, karena dengan intensitas waktu 

pertemuan dapat mengukur bagaimana suatu proses musyawarah 

mufakat itu berjalan dengan baik. Untuk dapat mengetahui 

bagaimana hubungan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif 

Desa dalam Penetapan Perdes tentang Pembangunan fisik desa di 

tinjau dari aspek musyawarah mufakat dengan indikator intensitas 

waktu pertemuan yang terjalin selama proses Penetapan Peraturan 

Desa tentang Pembangunan Fisik Desa, pada Desa Marga Kaya 



  

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 22.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Musyawah Mufakat dengan 

indikator intensitas waktu pertemuan. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 5 25 18,6  % 

2 Baik 4 8 32 29,6 % 

3 Cukup baik 3 9 27 33,3 % 

4 Kurang baik 2 5 10 18,5  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 94 100 % 

  

Nilai 94/ 27 = 3,4 

Kriteria Cukup Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 5 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek musyawarah 

mufakat dengan indikator intensitas waktu pertemuan yang terjalin 

selama ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 

18,6 %. Sebanyak 8 responden menyatakan baik, yaitu dengan 

persentase sebesar 29,6 %. Sebannyak 9 responden menyatakan 

cukup baik, yaitu dengan persentase sebesar 33,3 % dan sisanya 



  

sebanyak 5 responden menyatakan kurang baik dengan persentase 

sebesar 18,5 %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan skala interval  

2,6 – 3,4  sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan yang terjalin selama 

ini dinilai cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik dalam indikator indentitas waktu pertemuan 

pada faktor musyawarah menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

kekurangan intensitas waktu pertemuan dalam kegiatan 

musyawarah mufakat, atau forum yang dilakukan antara lembaga 

eksekutif desa dengan lembaga legislatif desa. Hal ini 

menunjukkan kurang harmonis hubungan antar lembaga-lembaga 

tinggi desa ini dalam kegiatan musyawarah mufakat.  Seharusnya 

kedua lembaga ini dapat meningkatkan intensitas waktu 

pertemuan agar musyawarah mufakat dapat berjalan sangat baik 

dan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi desa dapat terjaga. 

 



  

1.2.2 Faktor Musyawah Mufakat dengan Indikator Diskusi 

 

 Diskusi merupakan salah satu media dalam membentuk 

musyawarah yang berjalan dengan baik, dengan menerima saran 

dan kritik serta kesepakatan maka proses musyawarah mufakat 

dapat terkontrol dengan baik. Untuk dapat mengetahui bagaimana 

hubungan antara Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Perdes tentang Pembangunan fisik desa di tinjau dari 

aspek musyawarah mufakat dengan indikator diskusi yang terjalin 

selama proses Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik Desa, pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 23. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Hubungan 

antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Musyawah Mufakat dengan 

indikator diskusi. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 7 35 25,9  % 

2 Baik 4 7 21 25,9 % 

3 Cukup baik 3 9 27 33,3 % 

4 Kurang baik 2 4 8 14,4  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 98 100 % 

  

Nilai 98/ 27 = 3,6 

Kriteria Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 



  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 7 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek musyawarah 

mufakat dengan indikator diskusi yang terjalin selama ini dinilai 

sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 25,9 %. Sebanyak 7 

responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase sebesar 25,9 

%. Sebannyak 9 responden menyatakan cukup baik, yaitu dengan 

persentase sebesar 33,3 % dan sisanya sebanyak 4 responden 

menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 14,4 %. 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,6 dengan skala interval  

3,4 – 4,2  sehingga memiliki kriteria hubungan yang baik. Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator diskusi yang terjalin selama ini dinilai baik. 

 

Kriteria baik dalam indikator diskusi pada aspek musyawarah 

mufakat menunjukkan bahwa diskusi yang berlangsung antara 

lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya 

telah berjalan baik, walaupun intensitas pertemuan kurang akan 



  

tetapi dalam proses diskusi berlangsung baik, saran dan kritik 

yang membangun menjadi landasan yang kuat dalam hubungan 

kedua lembaga tersebut. Saran dan kritik menunjukkan perhatian 

dan toleransi yang kuat, maka hubungan kedua lembaga tersebut 

dalam kegiatan diskusi seperti penetapan peraturan desa dapat 

berjalan sangat baik dan hasilnya pun sangat baik. Harapan 

hubungan kemitraan antara lembaga eksekutif dan lembaga 

legislatif Desa Marga Kaya menjadi kuat dan sangat baik. 

 

1.2.3 Faktor Musyawah Mufakat dengan Indikator Proses 

 Komunikasi 

 

 Proses komunikasi memberikan suatu alur musyawarah yang baik 

dengan komunikasi yang berjalan dengan baik juga. Untuk dapat 

mengetahui bagaimana hubungan antara Eksekutif Desa dengan 

Legislatif Desa dalam Penetapan Perdes tentang Pembangunan 

fisik desa di tinjau dari aspek musyawarah mufakat dengan 

indikator proses komunikasi yang terjalin selama proses 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa, pada 

Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 



  

Tabel 24.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai 

Hubungan antara Eksekutif  Desa dengan Legislatif 

Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik ditinjau dari Aspek Musyawah 

Mufakat dengan indikator diskusi. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat baik 5 4 20 14,9  % 

2 Baik 4 9 36 33,3 % 

3 Cukup baik 3 7 21 25,9 % 

4 Kurang baik 2 7 14 25,9  % 

5 Tidak baik 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 91 100 % 

  

Nilai 91/ 27 = 3,3 

Kriteria Baik 

        Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 4 responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek musyawarah 

mufakat dengan indikator proses komunikasi yang terjalin selama 

ini dinilai sangat baik, yaitu dengan persentase sebesar 14,9 %. 

Sebanyak 9 responden menyatakan baik, yaitu dengan persentase 

sebesar 33,3 %. Sebannyak 7 responden menyatakan cukup baik, 

yaitu dengan persentase sebesar 25,9 % dan sisanya sebanyak 7 

responden menyatakan kurang baik dengan persentase sebesar 

25,9 %. 

 



  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3,3 dengan skala interval  

2,6 – 3,4  sehingga memiliki kriteria hubungan yang cukup baik. 

Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau mayoritas responden 

menyatakan bahwa Hubungan antara Eksekutif Desa dan 

Legislatif Desa Marga Kaya dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa ditinjau dari aspek komunikasi 

dengan indikator diskusi yang terjalin selama ini dinilai cukup 

baik. 

 

Kriteria cukup baik dalam indikator proses komunikasi pada 

faktor musyawarah mufakat menunjukkan bahwa proses 

komunikasi yang berlangsung selama ini belum berjalan dengan 

baik. Proses komunikasi seperti penyampaian pendapat dan saran 

dalam musyawarah mufakat hanya formalitas semata, sedangkan 

saran dan kritik tidak sesuai harapan yang dapat kritis dan 

membangun. Proses musyawarah mufakat yang baik harusnya 

berjalan seimbang dengan proses komunikasi yang baik dengan 

penyampaian pendapat yang membangun dan saran kritik yang 

kritis agar proses musyawarah mufakat dapat berjalan menarik 

dengan berbagai ragam aspirasi maka dapat terlihat hubungan baik 

antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya 

lebih atraktif dan harmonis.   



  

 

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini maka dibuat 

rekapitulasi jawaban responden mengenai Hubungan Eksekutif  

Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik ditinjau dari Aspek Musyawarah 

Mufakat dengan indikator intensitas waktu pertemuan, diskusi, 

dan proses komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 25.  Rekapitulasi jawaban responden Hubungan antara 

Eksekutif  Desa dengan Legislatif Desa dalam 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik ditinjau dari Aspek Musyawarah Mufakat 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan, 

diskusi, dan proses komunikasi. 

 

 

No. 

Indikator 

Aspek Kerjasama 

Total skor Klasifikasi Jawaban 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

1. Intensitas  

Waktu Pertemuan 

25 32 27 10 0 

2. Proses 

Komunikasi 

35 21 27 8 0 

3. Diskusi 20 36 21 14 0 

  

Jumlah Frekuensi 

80 89 75 32 0 

 

 Nilai 276 / 81 = 3,4 

 Kriteria Cukup Baik 

   Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan rekapitulasi dari jawaban responden mengenai 

Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam 



  

Penetapan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Fisik Desa 

ditinjau dari aspek Musyawarah Mufakat dengan indikator 

intensitas waktu pertemuan, proses komunikasi dan diskusi, maka 

80 total skor responden menyatakan sangat baik, 89 total skor 

responden menyatakan baik, 75 total skor responden menyatakan 

cukup baik dan 32 total skor responden menyatakan cukup baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap 27 

orang responden diperoleh nilai rata-rata 3 dengan skala interval 

2,6 – 3,4 sehingga memiliki criteria cukup baik, artinya pendapat 

responden mengenai Hubungan antara Eksekutif  Desa dengan 

Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik ditinjau dari faktor Musyawarah Mufakat 

dengan indikator intensitas waktu pertemuan, proses komunikasi, 

dan diskusi adalah cukup baik. 

 

Kriteria cukup baik dalam indikator indentitas waktu pertemuan 

pada faktor musyawarah menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

kekurangan intensitas waktu pertemuan dalam kegiatan 

musyawarah mufakat, atau forum yang dilakukan antara lembaga 

eksekutif desa dengan lembaga legislatif desa. Hal ini 

menunjukkan kurang harmonis hubungan antar lembaga-lembaga 

tinggi desa ini dalam kegiatan musyawarah mufakat. Kriteria baik 

dalam indikator diskusi pada aspek musyawarah mufakat 



  

menunjukkan bahwa diskusi yang berlangsung antara lembaga 

eksekutif desa dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya telah 

berjalan baik, walaupun intensitas pertemuan kurang akan tetapi 

dalam proses diskusi berlangsung baik, saran dan kritik yang 

membangun menjadi landasan yang kuat dalam hubungan kedua 

lembaga tersebut. Kriteria cukup baik dalam indikator proses 

komunikasi pada faktor musyawarah mufakat menunjukkan 

bahwa proses komunikasi yang berlangsung selama ini belum 

berjalan dengan baik. Proses komunikasi seperti penyampaian 

pendapat dan saran dalam musyawarah mufakat hanya formalitas 

semata, sedangkan saran dan kritik tidak sesuai harapan yang 

dapat kritis dan membangun. Saran dan kritik sebagai pelengkap 

yang dapat menyempurnakan hubungan kemitraan yang baik, 

dengan dasar membangun maka saran dan kritik akan berguna 

dalam menunjang proses musyawarah mufakat yang baik. 

 

1.4 Hasil Rekapitulasi Indikator-Indikator Aspek Kerjasama, 

Komunikasi dan Musyawarah Mufakat. 

 

Untuk mempermudah mengetahui analisis dari 3 aspek/faktor yg terdiri 

dari 9 indikator yang berkaitan maka terdapat hasil-hasil yang beragam 

dari jawaban responden mengenai hubungan eksekutif dan legislative 

dalam penetapan peraturan desa tentang pembangunan desa. Dari 



  

indikator kerjasama didapatkan nilai rata-rata 3,4 dengan kriteria cukup 

baik, indikator komunikasi didapatkan nilai rata-rata 3,5 dengan kriteria 

baik dan, indikator musyawarah mufakat didapatkan nilai rata-rata 3,4 

dengan nilai rata-rata cukup baik. 

 

Melalui hasil jawaban responden yang diperoleh dari hasil kuisioner 

serta hasil wawancara, diperoleh hasil bahwa hubungan Eksekutif Desa 

dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang 

Pembangunan Fisik Desa masih harus diperbaiki dan dibenahi. 

Terutama pada faktor kerjasama dan musyawarah mufakat, karena 

masuk dalam kategori cukup baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-

upaya yang harus dilakukan agar faktor kerjasama dan musyawarah 

mufakat dapat terjalin dengan lebih baik. Adapun upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan Eksekutif Desa dan 

legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan 

Fisik Desa berdasarkan faktor kerjasama, komunikasi dan musyawarah 

mufakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabel 26. Upaya-upaya Memperbaiki Hubungan Eksekutif Desa 

dan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa berdasarkan faktor 

kerjasama, komunikasi dan musyawarah mufakat 

 

No. Kerjasama Komunikasi Musyawarah 

Mufakat 

1. Intensitas Waktu 

pertemuan dalam 

proses kerja sama 

dapat lebih 

ditingkatkan lagi. 

Intensitas waktu 

pertemuan dapat 

sering terjadi 

sehingga 

komunikasi pun 

berjalan dengan 

baik. 

Intensitas waktu 

pertemuan dalam 

musyawarah dapat 

sering dilakukan 

dengan berbagai 

media agar hubungan 

itu dapat lebih baik. 

2. Proses kerjasama 

juga dapat lebih 

ditingkatkan, 

keterbukaan dan 

komunikasi yang 

baik adalah salah 

satu medianya. 

Bentuk 

komunikasi 

dapat lebih 

beragam lagi 

sehingga 

komunikasi itu 

berjalan baik 

dengan berbagai 

bentuk media. 

Diskusi dapat sering 

dilakukan dan setiap 

aparatur pemerintah 

desa marupun BPD 

diikutsertakan dengan 

kegiatan diskusi yang 

baik, seperti proses 

diskusi dapat 

dipahami seluruh yang 

terlibat dalam diskusi. 

3. Pembagian tugas 

yang jelas dan 

sesuai dengan 

posisi dan 

kemampuan 

membantu dalam 

proses kerjasama. 

Pola komunikasi 

dapat lebih 

diragamkan 

dengan berbagai 

cara komunikasi 

yang dapat 

disesuaikan 

dengan kultur. 

Proses komunikasi 

dilakukan dengan 

kultur masyarakat 

sehingga komunikasi 

berjalan baik.  

  Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Melalui upaya-upaya diatas diharapkan kualitas hubungan antara 

lembaga-lembaga Eksekutif Desa dan Legislatif Desa dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa kualitasnya dapat 

ditingkatkan dan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat dapat 

merasakannya dan kebutuhan masyarakat akan suatu pemerintahan desa 



  

yang baik dapat terwujud dan terlaksana dalam proses pemerintahan 

desa dan kualitas pemerintahan desa yang baik. Karena hubungan yang 

baik itu yang dapat berpengaruh satu sama lain dan memberi dampak 

antara lembaga yang berkaitan. Jika kualitas hubungan yang baik dapat 

berjalan maka hubungan kemitraan dapat berjalan baik artinya pihak 

pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, 

kerjasama dan saling menghargai dapat terlaksanakan untuk 

menghindari pertentangan ataupun konflik yang merusak citra lembaga 

tinggi desa dan hubungan antara lembaga eksekutif desa dengan 

lembaga legislatif desa. 

 

2.  Pendapat Responden Penetapan Peraturan Desa Tentang 

Pembangunan Fisik Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung 

Selatan Nomor 12 Tahun 2006 dan Faktor-Faktor Penetapan Peraturan 

Desa tentang Pembangunan Fisik Desa. 

 

Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan 

yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukakan musyawarah 

atau rapat dengan BPD serta telah mendapatkan persetujuan dari BPD. 

Dalam penelitian ini penetapan peraturan desa yang dimaksud dilaksanakan 

pada Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

yang mengacu pada Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Peraturan Desa yang di dalamnya mencakup Tata Cara 



  

penyusunan Perdes serta syarat-syarat dan tata cara penetapan dan 

pengambilan keputusan. 

 

Adapun Tata Cara penyusunan Perdes berdasarkan Peraturan Daerah 

Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa. 

Disebutkan pada Bab II mengenai syarat-syarat dan tata cara penetapan dan 

pengambilan keputusan Pasal 2 yaitu : 

1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat 

yang dihadiri oleh : 

a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. 

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat BPD dinyatakan 

ditunda 1 (satu) jam. Jika tidak qorum sebagaimana dimaksud ayat 1 

(satu) maka rapat ditunda 3 (tiga) jam. 

3) Apabila Rapat BPD dinyatakan sah, maka BPD menentukan waktu untuk 

mengadakan rapat berikut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 

rapat pertama. 

 

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa : 

1) Rancangan Perdes yang disusun oleh Kepala Desa disampaikan kepada 

BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum BPD mengadakan rapat 

untuk menetapkan Perdes sebagaimana pasal 2 ayat (1) 



  

2) Penyusunan Rancangan Perdes, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat 

Desa. 

3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perdes. 

 

 

 Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :  

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan di dalam 

penyusunannya Kepala Desa di samping dibantu oleh Perangkat Desa, wajib 

melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan 

Desa atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan. Dalam Pasal 5 

disebutkan bahwa : 

1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah mufakat dan 

mencerminkan aspirasi desa yang bersangkutan serta tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Apabila dalam penetapan Perdes sebagaimana ayat (1) dilakukan 

dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan 

suara 

 

Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengetahuan responden mengenai 

proses Penetapan Peraturan Desa yang di dasarkan pada Perda Kabupaten 

Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa, apakah 

telah sesuai dengan Tata Cara penyusunan Perdes serta syarat-syarat dan tata 

cara penetapan dan pengambilan keputusan pada Desa Taman Sari 



  

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, maka dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 27.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kesesuaian Proses 

Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa 

Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 

Tahun 2006 tentang Perdes. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat Sesuai 5 5 25 18,5 % 

2 Sesuai 4 13 52 48,1 % 

3 Cukup Sesuai 3 5 15 18,5 % 

4 Kurang Sesuai 2 4 8 14,9 % 

5 Tidak Sesuai 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 100 100% 

Nilai 100/ 27 = 3,7 

Kriteria Sesuai 

  Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 5 responden menyatakan 

bahwa proses penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa 

Marga Kaya dengan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 

2006 tentang Perdes sangat sesuai yaitu dengan persentase sebesar 18,5 %. 

Sebanyak 13 responden menyatakan sesuai dengan persentase sebesar 48,1 

%. Sebanyak 5 responden menyatakan cukup sesuai dengan presentase 18,5 

% dan sisanya sebanyak 4 responden menyatakan kurang sesuai dengan 

persentase sebesar 14,9 %.  

 

Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan terhadap 27 orang responden 

diperoleh nilai rata-rata 3,7 dengan skala interval  3,4 – 4,2  sehingga 



  

memiliki kriteria yang sesuai. Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau 

mayoritas responden menyatakan bahwa proses penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya dengan Perda Kabupaten 

Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perdes adalah sesuai. 

 

Kriteria sesuai faktor kesesuaian Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 

12 Tahun 2006 tentang Perdes dengan penetapan Perdes tentang 

pembangunan fisik desa menunjukkan Perda yang telah dibuat sesuai dengan 

Perdes sehingga tidak ada masalah berarti muncul yang dapat menimbulkan 

pertentangan dengan penetapan Perdes. Salah satu kesuaian antara Perda dan 

Perdes itu ialah perdes yang berlangsung selama ini tidak ada masalah 

dengan landasan Perda yang dibuat, artinya Perdes yang berjalan selama ini 

di Desa Marga Kaya sesuai aturan dan landasan hukum dari pusat. 

 

2.1 Faktor Kelayakan Penetapan Peraturan Desa terhadap Sasaran 

 Pembuatan Peraturan Desa 

 

Kelayakan penetapan peraturan desa terhadap sasaran pembuatan 

peraturan desa dimaksudkan sebagai suatu ketepatan, keberhasilan dan 

kebenaran peraturan desa yang akan dilaksanakan atau dijalankan dalam 

penetapan suatu peraturan desa. Sasaran yang tepat dan benaran dapat 

menjamin bahwa pelaksanaan peraturan desa telah dilaksanakan itu 

dapat dinilai berhasil atau tidak. Layak atau tidaknya suatu peraturan 

desa itu akan terlihat pada saat pelaksanaan peraturan desa itu. 



  

Kelayakan peraturan desa terhadap sasaran pembuatan peraturan desa 

dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini: 

 

Tabel 28.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kesesuaian dari 

Kelayakan Penetapan Peraturan Desa terhadap Sasaran 

Pembuatan Peraturan Desa. 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat Sesuai 5 8 40 29,6  % 

2 Sesuai 4 12 48 44,4 % 

3 Cukup Sesuai 3 5 15 18,5 % 

4 Kurang Sesuai 2 2 4 7,5 % 

5 Tidak Sesuai 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 107 100% 

Nilai 107/ 27 = 3,9 

Kriteria Sesuai 

  Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 8 responden 

menyatakan bahwa Kesesuaian dari Kelayakan Peraturan Desa terhadap 

Sasaran Pembuatan Peraturan Desa Marga Kaya sangat sesuai yaitu 

dengan persentase sebesar 29,6 %. Sebanyak 12 responden menyatakan 

sesuai dengan persentase sebesar 44,4 %. Sebanyak 5 responden 

menyatakan cukup sesuai dengan presentase 18,5 % dan sisanya 

sebanyak 2 responden menyatakan kurang sesuai dengan persentase 

sebesar 7,5 %.  

 

Berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 3,9 dengan skala interval  3,4 – 4,2  

sehingga memiliki kriteria yang sesuai. Hal ini berarti bahwa sebagian 



  

besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa Kesesuaian dari 

Kelayakan Peraturan Desa terhadap Sasaran Pembuatan Peraturan Desa 

Marga Kaya adalah sesuai. 

 

Kriteria sesuai dalam kelayakan penetapan peraturan desa terhadap 

sasaran pembuatan peraturan desa menunjukkan bahwa kelayakan 

penetapan Perdes terhadap sasaran pembuatan Perdes telah tepat 

sasaran. Dari wawancara yang penulis lakukan di dapatkan informasi 

bahwa Perdes yang diharapkan masyarakat dapat memuat lebih banyak 

aturan tentang pembangunan desa, dan kenyataannya Perdes yang dibuat 

dan ditetapkan cukup mewakilkan harapan masyarakat. Sasaran 

pembuatan Perdes harus dapat mengutamakan kepentingan masyarakat 

agar masyarakat makin percaya terhadap pemerintahan desa nantinya. 

 

2.2 Penetapan Peraturan Desa dapat Diterima Oleh Masyarakat Desa 

 

Penetapan peraturan desa yang baik dan benar itu adalah penetapan 

peraturan desa yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan 

tujuan dan maksudnya jelas. Sehingga, masyarakat dapat menerima dan 

memahami peraturan desa itu tanpa ada kesenjangan dan kerugian yang 

dapat diakibatkan dari penetapan peraturan desa yang tanpa diberitahu 

atau diinformasikan sebelumnya. Bagaimana sikap dan respon 

masyarakat marga kaya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: 

 



  

Tabel 29.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penetapan 

Peraturan Desa dapat Diterima Oleh Masyarakat. 

 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat Sesuai 5 9 45 33,3  % 

2 Sesuai 4 11 44 40,7 % 

3 Cukup Sesuai 3 7 21 26 % 

4 Kurang Sesuai 2 0 0 0 % 

5 Tidak Sesuai 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 110 100% 

Nilai 110/ 27 = 4,0 

Kriteria Sesuai 

  Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 9 responden 

menyatakan bahwa Kesesuaian dari Penetapan Peraturan Desa dapat 

Diterima Oleh Masyarakat Desa Marga Kaya sangat sesuai yaitu dengan 

persentase sebesar 33,3 %. Sebanyak 11 responden menyatakan sesuai 

dengan persentase sebesar 40,7 % dan sisanya sebanyak 7 responden 

menyatakan sesuai dengan persentase sebesar 26 %.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 4,0 dengan skala interval  3,4 – 4,2  

sehingga memiliki kriteria yang sesuai. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa kesesuaian 

Penetapan Peraturan Desa dapat Diterima Oleh Masyarakat Desa Marga 

Kaya adalah sesuai. 



  

Kriteria sesuai pada penetapan Perdes dapat diterima oleh masyarakat 

menunjukkan bahwa penetapan Perdes selama ini dapat diterima dapat 

diterima oleh masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang tidak begitu 

setuju terhadap isi Perdes yang ditetapkan tetapi masyarakat pun 

menerimanya dengan konsekuensi dan pertanggungjawaban dari 

pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD. Karena proses penetapan 

Perdes dilakukan dengan musyawarah sehingga pertanggungjawaban 

dari pemerintah dan masyarakat yang meresponinya dan menerimanya.  

 

2.3 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dua Lembaga Desa dalam 

 Menetapkan Peraturan Desa 

 

Terdapat dua lembaga tinggi dalam suatu pemerintahan desa yaitu 

lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif desa. Kedua lembaga ini 

berperan penting dalam menetapkan peraturan desa. Dengan 

melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga dengan 

baik dan sesuai maka hasilnya pun akan menetapkan peraturan desa 

yang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki dasar hukum yang 

kuat. Bagaimana respon masyarakat desa marga kaya dalam kesesuaian 

pelaksanaan tugas dan fungsi dua lembaga dalam menetapkan peraturan 

desa dapat kita lihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 



  

Tabel 30.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai kesesuaian 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dua Lembaga Desa dalam 

Menetapkan Peraturan Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

 

             

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 10 responden 

menyatakan bahwa Kesesuaian dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dua 

Lembaga Desa dalam Menetapkan Peraturan Desa sangat sesuai yaitu 

dengan persentase sebesar 37 %. Sebanyak 10 responden menyatakan 

sesuai dengan persentase sebesar 37 %, sebanyak 5 responden 

menyatakan sesuai dengan persentase sebesar 18,5 % dan sisanya 

sebanyak 2 responden menyatakan sesuai dengan persentase sebesar 7,5 

%.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 4,0 dengan skala interval  3,4 – 4,2  

sehingga memiliki kriteria yang sesuai. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa kesesuaian 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat Sesuai 5 10 50 37  % 

2 Sesuai 4 10 40 37 % 

3 Cukup Sesuai 3 5 15 18,5 % 

4 Kurang Sesuai 2 2 4 7,5 % 

5 Tidak Sesuai 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 109 100% 

Nilai 109/ 27 = 4,0 

Kriteria Sesuai 



  

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dua Lembaga Desa dalam Menetapkan 

Peraturan Desa Marga Kaya adalah sesuai. 

 

Kriteria sesuai pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan lembaga desa 

dalam menetapkan Perdes menunjukkan bahwa lembaga eksekutif dan 

lembaga legislatif Desa Marga Kaya telah melaksanakan tugas dan 

fungsi dengan baik dalam penetapan Perdes. Dalam UU No. 32 tahun 

2004 telah ditegaskan mengenai tugas dan fungsi Kepala Desa 

(Eksekutif) dan BPD (Legislatif) yang kemudian diperjelas pada PP No.  

72 tahun 2005. Sehingga jelas sudah mengenai tugas dan fungsi 

lembaga eksekutif dan lembaga legislatif desa dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya terutama dalam penetapan Perdes. Tugas dan fungsi 

lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya selama ini 

menunjukkan tugas dan fungsi kearah yang benar, maksudnya ialah baik 

lembaga eksekutif dan lembaga legislatif desa ini menjalankan peran 

dengan baik ditengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Menguatkan fungsi dan tugas adalah solusi terbaik saat ini agar tidak 

ada pertentangan dan pengambil alihan tugas dan fungsi karena tugas 

dan fungsi itu telah sesuai dengan wewenang yang diatur oleh 

pemerintah. 

 

 

 



  

2.4 Penetapan Peraturan Desa Sesuai dengan Kebutuhan yang 

 Diperlukan Saat Ini. 

 

Peraturan desa yang dibuat dimaksudkan agar masyarakat dapat 

merasakan, melaksanakan dan menerima setiap aturan yang berlaku 

dalam peraturan desa. Dengan tujuan seperti itu maka setiap peraturan 

desa yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

masyarakat saat ini. Dengan demikian maka masyarakat bisa langsung 

merasakan dampak dari penetapan peraturan desa dan mengakui setiap 

peraturan desa, sehingga masyarakat dapat terjamin kesejahteraannya. 

Bagaimana respon masyarakat desa marga kaya dalam kesesuaian 

peraturan desa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini dapat 

kita lihat dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 31.  Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kesesuaian 

Peraturan Desa Sesuai dengan Kebutuhan yang 

Diperlukan Saat Ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

No Klasifikasi 

Jawaban 

Skor F Total Skor Persentase 

1 Sangat Sesuai 5 9 45 33,3  % 

2 Sesuai 4 10 40 37 % 

3 Cukup Sesuai 3 6 18 22,2 % 

4 Kurang Sesuai 2 2 4 7,5 % 

5 Tidak Sesuai 1 0 0 0 % 

 

 

Jumlah  27 107 100% 

Nilai 107/ 27 = 3,9 

Kriteria Sesuai 



  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 9 responden 

menyatakan bahwa Kesesuaian dari peraturan desa sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan saat ini sangat sesuai yaitu dengan 

persentase sebesar 33,3 %. Sebanyak 10 responden menyatakan sesuai 

dengan persentase sebesar 37 %, sebanyak 6 responden menyatakan 

sesuai dengan persentase sebesar 22,2 % dan sisanya sebanyak 2 

responden menyatakan sesuai dengan persentase sebesar 7,5 %.  

 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap 27 orang 

responden diperoleh nilai rata-rata 3,9 dengan skala interval  3,4 – 4,2  

sehingga memiliki kriteria yang sesuai. Hal ini berarti bahwa sebagian 

besar atau mayoritas responden menyatakan bahwa kesesuaian 

Peraturan Desa Sesuai dengan Kebutuhan Saat Ini Desa Marga Kaya 

adalah sesuai. 

 

Kriteria sesuai pada Perdes sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

saat ini menunjukkan bahwa perdes yang ditetapkan dan yang 

dilaksanakan selama ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat. Masyarakat memiliki harapan dan kebutuhan dalam 

menunjang aktifitas dan kegiatan yang dibutuhkan atau diperlukan 

masyarakat. Perdes selayaknya dapat menunjang dan mengakomodir 

kebutuhan masyarakat yang diperlukan atau dibutuhkan saat ini. Perdes 

yang ditetapkan harus dapat memperhatikan hal tersebut agar tidak ada 

kesenjangan dalam masyarakat. Perdes saat ini yang ada di Desa Marga 



  

Kaya telah berupaya menuju kearah tersebut, sehingga terlihat dalam 

kondisi masyarakat desa yang kebutuhan mereka terhadap desa merata 

yaitu masalah pembangunan jalan desa agar aktifitas di desa dapat 

berjalan lancar.   

 

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini maka dibuat 

rekapitulasi jawaban responden mengenai penetapan Peraturan Desa 

sesuai dengan Perda Kab. Lamsel No 12 Tahun 2006 tentang Perdes dan 

asas-asas pembentukan Peraturan Desa yang baik, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 32.  Rekapitulasi jawaban responden dalam Penetapan 

Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa 

Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 

Tahun 2006 dan Faktor-Faktor Penetapan Peraturan Desa 

tentang Pembangunan Fisik Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Data Hasil Kuisioner 2010 (diolah kembali) 

No Berdasarkan Pada Nilai Kriteria 

1 Perda Kab. Lamsel No 12 Tahun 

2006 tentang Perdes 

3,7 Sesuai 

2 Faktor Kelayakan Penetapan 

Peraturan Desa terhadap Sasaran 

Pembuatan Peraturan Desa 

3,9 Sesuai 

3 Faktor Penetapan Peraturan Desa 

dapat Diterima Oleh Masyarakat 

Desa 

4,0 Sesuai 

4 Faktor Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Dua Lembaga Desa dalam 

Menetapkan Peraturan Desa 

4,0 Sesuai 

5 Faktor Penetapan Peraturan Desa 

Sesuai dengan Kebutuhan yang 

Diperlukan Saat ini. 

3,9 Sesuai 



  

Terdapat 5 buah pertanyaan dari tabel diatas mengenai kesesuaian aspek 

pembentuk Peraturan Desa, yang dilihat dari 2 aspek, yaitu: pertama 

penetapan Peraturan Desa berdasarkan Perda Kabupaten Lampung 

Selatan No 12 tahun 2006 tentang Perdes. Kedua, berdasarkan atas 

faktor-faktor penetapan peraturan desa tentang pembangunan fisik desa. 

5 pertanyaan yang dijawab responden masuk ke dalam kriteria sesuai. 

Jika dilakukan persentase maka dapat diperoleh: 

5 x 100 % = 100 %     Sesuai 

     5 

 

Berdasarkan persentase rekapitulasi di atas, diketahui bahwa 100 %  

jawaban responden mengenai kesesuaian aspek pembentuk Peraturan 

Desa berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Selatan No 12 tahun 2006 

tentang Perdes dan berdasarkan atas faktor-faktor penetapan peraturan 

desa tentang pembangunan fisik desa masuk dalam kriteria sesuai. 

Artinya mayoritas atau mutlak responden menyatakan bahwa penetapan 

Peraturan Desa telah sesuai dengan aspek pembentuk Peraturan Desa 

berdasarkan atas Perda Kabupaten Lampung Selatan No 12 tahun 2006 

tentang Perdes dan faktor-faktor penetapan peraturan desa tentang 

pembangunan fisik desa. 

 

Kriteria sesuai dalam kelayakan penetapan peraturan desa terhadap 

sasaran pembuatan peraturan desa menunjukkan bahwa kelayakan 

penetapan Perdes terhadap sasaran pembuatan Perdes telah tepat 



  

sasaran. Perdes diharapkan masyarakat dapat memuat lebih banyak 

aturan tentang pembangunan desa, dan kenyataannya Perdes yang dibuat 

dan ditetapkan cukup mewakilkan harapan masyarakat. Kriteria sesuai 

pada penetapan Perdes dapat diterima oleh masyarakat menunjukkan 

bahwa penetapan Perdes selama ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada 

beberapa masyarakat yang tidak begitu setuju terhadap isi Perdes yang 

ditetapkan tetapi masyarakat pun menerimanya dengan konsekuensi dan 

pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD. 

Karena proses penetapan Perdes dilakukan dengan musyawarah 

sehingga pertanggungjawaban dari pemerintah dan masyarakat yang 

meresponinya dan menerimanya. Kriteria sesuai pada pelaksanaan tugas 

dan fungsi dan lembaga desa dalam menetapkan Perdes menunjukkan 

bahwa lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya telah 

melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dalam penetapan Perdes. 

Tugas dan fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga 

Kaya selama ini menunjukkan tugas dan fungsi kearah yang benar, 

maksudnya ialah baik lembaga eksekutif dan lembaga legislatif desa ini 

menjalankan peran dengan baik ditengah masyarakat sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Kriteria sesuai pada Perdes sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan saat ini menunjukkan bahwa perdes yang 

ditetapkan dan yang dilaksanakan selama ini sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat. Perdes saat ini yang ada di Desa Marga Kaya 

telah berupaya menuju kearah tersebut, sehingga terlihat dalam kondisi 



  

masyarakat desa yang kebutuhan mereka terhadap desa merata yaitu 

masalah pembangunan jalan desa agar aktifitas di desa dapat berjalan 

lancar. Dari semua faktor yang telah diteliti maka semua faktor 

menunjukan indikasi adanya kesesuaian terhadap Perda Kabupaten 

Lampung Selatan No 12 tahun 2006 tentang Perdes. Hal ini jelas 

menunjukkan pemerintah Desa Marga Kaya telah menjalankan Perdes 

sesuai aturan dan landasa sehingga memiliki nilai hukum yang kuat dan 

Perdes yang ada sesuai pula dengan harapan masyarakat. Tetapi kembali 

hubungan antar lembaga yang harus dan perlu diperhatikan dan dibenahi 

sehingga Perdes dapat lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat penulis kemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan 

Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan faktor kerjasama, 

komunikasi dan musyawarah mufakat adalah : 

a. Faktor Kerjasama dengan indikator intensitas waktu pertemuan, proses 

kerjasama, dan pembagian tugas yang terjalin selama ini dinilai 

memiliki kriteria cukup baik. indikator intensitas waktu pertemuan 

pada aspek kerjasama yaitu dalam hubungan keduanya masih belum 

memiliki kekuatan kebersamaan dalam kepentingan-kepentingan yang 

sangat diperlukan seperti pembangunan fisik desa. proses kerjasama 

yang terjalin belum dapat dikatakan baik, proses kerjasama antar dua 

lembaga tinggi desa ini menjalankan kegiatan kerjasama dan prosesnya 

jika kedua lembaga ini memerlukan kerjasama dalam suatu kegiatan 

yang benar-benar memerlukan kerjasama. pembagian tugas pada aspek 

 



  

kerjasama yaitu antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif 

desa untuk pembagian tugas dirasakan kurang jelas dan tidak tepat 

sesuai kemampuan, bidang dan kebutuhannya. 

b. Faktor Komunikasi dengan indikator intensitas waktu pertemuan, 

bentuk komunikasi, dan pola komunikasi yang terjalin selama ini 

dinilai memiliki criteria baik. Intensitas waktu pertemuan seperti 

dalam rapat proses komunikasi lebih intensif dibandingkan faktor 

kerjasama, pada kegiatan lain komunikasi pun masih tetap berjalan 

baik. Bentuk komunikasi seperti rapat musyawarah antar lembaga, 

diskusi dan forum telah memberikan andil yang kuat dalam 

menciptakan suatu komunikasi yang baik antar lembga desa. Pola 

komunikasi telah berjalan baik, tetapi masalah intensitas pola 

komunikasi masih kurang dan keingintahuan serta keikutsertaan para 

perangkat pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD masih kurang. 

c. Faktor Musyawarah Mufakat dengan indikator intensitas waktu 

pertemuan, diskusi, dan proses komunikasi adalah Cukup Baik. 

Intensitas waktu pertemuan pada faktor musyawarah menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa kekurangan intensitas waktu pertemuan 

dalam kegiatan musyawarah mufakat, atau forum yang dilakukan 

antara lembaga eksekutif desa dengan lembaga legislatif desa. Diskusi 

yang berlangsung antara lembaga eksekutif desa dan lembaga legislatif 

Desa Marga Kaya telah berjalan baik, walaupun intensitas pertemuan 

kurang akan tetapi dalam proses diskusi berlangsung baik, saran dan 



  

kritik yang membangun menjadi landasan yang kuat dalam hubungan 

kedua lembaga tinggi desa. Proses komunikasi seperti penyampaian 

pendapat dan saran dalam musyawarah mufakat hanya formalitas 

semata, sedangkan saran dan kritik tidak sesuai harapan yang dapat 

kritis dan membangun. 

 

2. Proses Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga 

Kaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 12 

Tahun 2006 tentang Peraturan Desa dan Faktor-Faktor Penetapan Peraturan 

Desa tentang Pembangunan Fisik Desa dinilai memiliki Kriteria yang 

sesuai. Kelayakan penetapan Perdes terhadap sasaran pembuatan Perdes 

telah tepat sasaran. Perdes diharapkan masyarakat dapat memuat lebih 

banyak aturan tentang pembangunan desa, dan kenyataannya Perdes yang 

dibuat dan ditetapkan cukup mewakilkan harapan masyarakat. Penetapan 

Perdes selama ini dapat diterima oleh masyarakat. Ada beberapa 

masyarakat yang tidak begitu setuju terhadap isi Perdes yang ditetapkan 

tetapi masyarakat pun menerimanya dengan konsekuensi dan 

pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Marga Kaya dan BPD. Tugas 

dan fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Desa Marga Kaya 

selama ini menunjukkan tugas dan fungsi kearah yang benar, maksudnya 

ialah baik lembaga eksekutif dan lembaga legislatif desa ini menjalankan 

peran dengan baik ditengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Perdes saat ini yang ada di Desa Marga Kaya telah berupaya menuju 



  

kearah sesuai, sehingga terlihat dalam kondisi masyarakat desa yang 

kebutuhan mereka terhadap desa merata yaitu masalah pembangunan jalan 

desa agar aktifitas di desa dapat berjalan lancar. 

 

 

 

B. Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang penulis berikan untuk 

dapat memperbaiki Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa 

dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pembangunan Fisik Desa Marga 

Kaya Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung Selatan adalah: 

1. Memperbaiki hubungan kerjasama dan musyawarah mufakat yang 

berlangsung diantara kedua belah pihak agar dapat terjalin suatu 

hubungan kemitraan yang lebih baik lagi. Hubungan yang dimaksud 

ialah peningkatan kerjasama, komunikasi dan musyawarah. Dalam 

aspek kerjasama intensitas waktu pertemuan dalam proses kerja sama 

dapat lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan pertemuan-pertemuan 

yang lebih sering dalam kegiatan kerjasama agar tidak ada 

kesalahpahaman, Proses kerjasama juga dapat lebih ditingkatkan 

dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah salah satu 

medianya, pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan posisi dan 

kemampuan. Dalam aspek komunikasi intensitas waktu pertemuan 



  

dapat sering terjadi sehingga komunikasi pun berjalan dengan baik 

seperti pertemuan-pertemuan anatara pihak-pihak lembaga eksekutif 

desa dan legislatif Desa Marga Kaya, bentuk komunikasi dapat lebih 

beragam lagi sehingga komunikasi itu berjalan baik dengan berbagai 

bentuk media seperti selebaran dan informasi diperbanyak dalam 

papan pengumuman desa, pola komunikasi dapat lebih diragamkan 

dengan berbagai cara komunikasi yang dapat disesuaikan dengan 

kultur. Dalam Aspek musyawarah mufakat intensitas waktu pertemuan 

dalam musyawarah dapat sering dilakukan dengan berbagai media 

seperti diskusi, rapat, forum dan kegiatan musyawarah lainnya, diskusi 

dapat sering dilakukan dan setiap aparatur pemerintah desa marupun 

BPD diikutsertakan dengan kegiatan diskusi yang baik, seperti proses 

diskusi dapat dipahami seluruh yang terlibat dalam diskusi, proses 

komunikasi dilakukan dengan kultur masyarakat sehingga komunikasi 

berjalan baik. 

2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi semua pihak yang terkait 

dalam pembuatan peraturan desa dan penetapan peraturan desa, serta 

penetapan peraturan desa harus sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan atau diutamakan dan sesuai dengan landasan peraturan 

yang digunakan. 
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